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= INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI IDENTITAS
oKEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

OLEH:

MAULIDYA FADHILAH RACHMAN
NIM: 12270523138

d BYsSnNS NIN A

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik melalui
aplikasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang menghambat inovasi IKD dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Observasi dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam
menyaksikan proses aktivasi IKD, sedangkan wawancara dilakukan dengan enam
informan dan didukung oleh berbagai dokumen pendukung seperti tabel, tulisan,
angka maupun gambar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
Everett M. Rogers menggunakan lima indikator yaitu Relative Advantage
(Keuntungan Relatif), Compatibility (Kesesuaian), Complexity (Kerumitan),
Triability (Kemungkinan Dicoba), Observability (Kemudahan Diamati). Temuan
pepelitian menggambarkan bahwa inovasi pelayanan publik melalui aplikasi IKD
di Disdukcapil Kota Pekanbaru hanya mampu memenuhi tiga dari lima
karakteristik tersebut, yaitu relative advantage, compatibility, dan triability.
Sementara itu, karakteristik complexity dan observability belum dapat dipenuhi.
Kendisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat,
kéerbatasan infrastruktur internet dan server serta kekhawatiran masyarakat
te@adap keamanan data pribadi. Temuan penelitian Ini menunjukkan bahwa
ingvasi pelayanan publik harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan
pgc’?;igguna serta sangat rentan terhadap faktor kepercayaan dan persepsi risiko.

-

Kﬁta Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Identitas Kependudukan Digital
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ABSTRACT

BLIC SERVICE INNOVATION THROUGH THE DIGITAL POPULATION
IDENTITY (IKD) APPLICATION AT THE POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION SERVICE OF PEKANBARU CITY

By:
MAULIDYA FADHILAH RACHMAN
NIM: 12270523138

¥ ejysng Niny!lwei@o ey o

THis study aims to analyze public service innovation through the Digital Population
Identity (IKD) application at the Population and Civil Registration Office of
Pekanbaru City and to determine what factors inhibit IKD innovation using
qualitative research methods. Data collection techniques used were observation,
interviews, and documentation. Observations were conducted with the researcher's
direct involvement in witnessing the IKD activation process, while interviews were
conducted with six informants and supported by various supporting documents such
as tables, writings, numbers, and images. The theory used in this study is Everett
M. Rogers' theory using five indicators: Relative Advantage, Compatibility,
Complexity, Triability, and Observability. The research findings illustrate that
public service innovation through the IKD application at the Pekanbaru City
Population and Civil Registration Office is only able to fulfill three of the five
characteristics, namely relative advantage, compatibility, and triability.
Meanwhile, the characteristics of complexity and observability have not been
fuffilled. This situation is influenced by low digital literacy, limited internet and
sétver infrastructure, and public concerns about personal data security. This
r%earch finding demonstrates that public service innovation must be balanced with
user readiness and capabilities, and is highly susceptible to factors such as trust
ard perceived risk.

u

Kgilwords: Innovation, Public Service, Digital Population Identity
-t
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Rahmat, Hidayat, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

NajIjw e

dégan judul  “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Identitas
w

Kgpendudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

-~

K%ta Pekanbaru”. Skripsi ini adalah syarat dalam mendapat gelar Sarjana strata (S1)
péj‘a program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Illmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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»

pébnulis ingin berterimakasih yang tiada terhingga sebesar— besarnya kepada
w
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=2
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teﬁma kasih juga kepada adik-adik yakni Nisya Afifa Rachman, Syakira Kamila

w

Rééhman, Rania Mahira Rachman yang selalu mendukung penulis menyelesaikan
(=}

sk psi ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

dioyeH o

1.1 Latar Belakang Masalah

wi-e 1

Pada era globalisasi yang semakin pesat, membuat perkembangan teknologi

sémakin maju dan canggih. Perkembangan teknologi bahkan kian merambat

NI 3!

keéseluruh aspek kehidupan masyarakat. untuk itu, dalam menghadapi era
gli%balisasi saat ini tentunya masyarakat diharuskan untuk mampu beradaptasi
d%qgan perkembangan yang ada sehingga tidak terjadi ketertinggalan teknologi.
N%mun, tidak hanya dalam kehidupan pribadi masyarakat, perkembangan teknologi
juga ikut mempengaruhi sektor pemerintahan secara signifikan.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan
menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna mempermudah
rr%jsyarakat dalam mengakses berbagai layanan (Anugrah et al., 2023). hal ini
rrgngharuskan pemerintah melakukan inovasi baru dalam pelayanan publik, salah
sgunya dengan melakukan transformasi pada pelayanan publik yang semula

=
kéhvensional menjadi digital (online) agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan

oA

pﬁblik yang efisien, transparan serta akuntabel.

A3

Kondisi ini tentunya melahirkan konsep electronic government atau dikenal

dehgan istilah e-government, yang mengarah pada penggunaan teknologi informasi

e} Bs jo

dan komunikasi dalam pelayanan publik secara digital (online). Pada era digital saat

neny wisey jiFeAg

penerapan e-government merupakan langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan
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©

nﬁsyarakat yang semakin beragam. Hal yang mendasari konsep e-goverment yakni
=

dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
©

y;ng menekankan pentingnya sistem pelayanan yang memberikan kemudahan
=

kepada masyarakat. Penerapan e-government mencakup berbagai aspek, mulai dari
=

digitalisasi proses administrasi hingga penyediaan layanan publik secara online
Z

(cigital) (Ridfan et al., 2024). Pengembangan e-Government di Indonesia telah
=

dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan diperkuat

b

rr@alui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan
daerah menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digital.

Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya, kondisi tersebut juga terjadi khususnya di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2021-2025

Tahun Jumlah Penduduk
n 2021 1.074.989
- 2022 1.107.327
@ 2023 1.123.348
5 2024 1.167.599
; 2025 1.177.751
;:éumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru
«
5 Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk Kota Pekanbaru tercatat terus
rrEngaIami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2021 hingga 2025. Jumlah
Lo o
péﬁduduk Kota Pekanbaru hingga pertengahan tahun 2025 mencapai sekitar
&
1377.751 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan tersebut
7
S
mignyebabkan semakin banyaknya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang harus

nery wisey J
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©

d%enuhi oleh pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal
T

i menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam
©

uﬁaya memberikan pelayanan publik yang optimal dan merata kepada seluruh
=

masyarakat.
=

C  Sejalan dengan implementasi konsep e-goverment, pemerintah
=z
meluncurkan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses

c
Ia:,ztanan publik. Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, atau objek yang dianggap
b%’u oleh individu atau kelompok lainnya (Rogers, 2017). Selanjutnya Inovasi
pé:layanan publik merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan layanan,
baik melalui gagasan atau ide kreatif yang bersifat orisinal maupun melalui upaya
adaptasi atau modifikasi, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung (Prabowo, Suwanda, et al., 2022). Hal
tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan

7]
If@vasi Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik
(1]

rrgrupakan upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan guna
meningkatkan kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, serta kepuasan masyarakat.

Salah satu bentuk inovasi layanan publik berbasis electronic tersebut adalah

o
SI2ATU()

gan diluncurkannya aplikasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) oleh

I

&4

ektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dibawah

Bg

ngan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). sesuai dengan Peraturan

nteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi

As%ﬂ?ll

_U
e

angkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan

I

nery wisey J
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©
Eﬁktronik Serta Penyelengaraan ldentitas Kependudukan Digital, layanan IKD

=
merupakan sebuah informasi berbasis elektronik berupa aplikasi digital yang
©
rrgnampilkan data pribadi seseorang dalam bentuk dokumen kependudukan.
=
Aplikasi IKD dinilai telah menggantikan peran KTP fisik menjadi electronic KTP

-~

(EKTP).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan program nasional yang

NS N

S

wajib diimplementasikan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaannya

=

befkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih

e

berkualitas serta berbasis teknologi, sehingga mampu menghasilkan data
kependudukan yang lebih akurat dan tepat. Aplikasi ini digunakan untuk
mempermudah masyarakat dalam menyimpan, mengelola serta mengurus data
kependudukan secara digital (online) (Rahmawati et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022,

penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk menyesuaikan
7]

pétragelolaan administrasi  kependudukan dengan perkembangan teknologi
(1]
irgormasi melalui proses digitalisasi data kependudukan. Kebijakan ini juga

8
bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan berbasis digital sehingga dapat

=
didkses secara lebih mudah oleh seluruh penduduk. Selain itu, IKD dihadirkan
«

(g°]
u@yk mempermudah sekaligus mempercepat berbagai transaksi layanan publik

-

<

maupun privat dalam bentuk digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih
95}

efisien. Lebih lanjut, regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengamanan data

=¥}
k@endudukan melalui mekanisme autentikasi yang mampu mencegah pemalsuan

-
idéntitas serta meminimalkan risiko kebocoran informasi pribadi.

nery wisey J



‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

NV VSNS NIN
o0

‘nery eysng NN Jelem BueA uebuijuaday ueyibniaw sepn uedinbuad *q

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnueousw eduey 1w SNy AIEY yninjgs neje ueibegas diynbusw Buese|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuipg e3did yeH

©

3L
W)
e

manfaat bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
II?D mempermudah proses verifikasi identitas sehingga penduduk tidak lagi harus
m%nbawa KTP fisik setiap saat. Selain itu, penggunaan IKD juga memudahkan
rr;yarakat dalam mengakses berbagai bentuk layanan publik secara lebih cepat
dazn praktis.

c

%>  Kemudahan lain yang diperoleh adalah akses terhadap data anggota
2]

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan banyak

k?uarga yang dapat diakses langsung melalui aplikasi, sehingga informasi
kécpendudukan dapat diperoleh dengan lebih efisien. IKD juga mampu
meminimalkan risiko kerusakan maupun kehilangan KTP fisik yang sering menjadi
kendala dalam pelayanan. Lebih jauh, keberadaan IKD bertujuan untuk
menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya rumit, sehingga pelayanan
administrasi kependudukan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan
adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Salopah et al., 2023).

Aplikasi IKD telah mengalami beberapa pembaruan signifikan di tahun

I 231¥3S

2025, khususnya pada bulan november yang dikenal dengan IKD versi 2.0. IKD

e

versi 2 ini memiliki beberapa keunggulan dari versi sebelumnya yakni memiliki

=
désain tampilan yang baru, fitur berbagi dokumen kini lebih mudah, Pengajuan
«

(g°]
I@[tu Keluarga & Akta Kelahiran secara online, Dukungan dokumen dan layanan

-
!

online baru, termasuk pengajuan dokumen Non-permanen, Berbagi dokumen
s =
0 p]

lebih cepat dan aman, dan autentikasi dengan biometrik serta enkripsi data serta

=¥}
p%’:qcegahan tangkapan layar. Berikut ini merupakan tampilan dari Aplikasi IKD:

nery wisey jrres



‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng Nin Jelfem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

Jlaguwins ueyingasAusw uep ueywnmuesuaw edue) 1ul siny eAley yninjes neje uelbegss diynbusw Buesejq 'L

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D e

Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi IKD

Antarmuka Lebih Segar Semua Dalam Satu Aplikasi
guna melakukan Transaks n pul
n lebih efisien, intuitif,

Identitas Kependudukan Digital

IKD

Sumber: Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

nery eysns Nin Y!iw eijdio yeHy @

IKD telah memiliki sistem keamanan yang memadai. Sistem keamanan IKD
didasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh International Organization
forStandardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) dan
National Institute of Standards and Technology (NIST). keamanan data pada IKD
telah dijamin oleh pemerintah karena (1) Untuk mencegah pemalsuan data, aplikasi
incinmenerapkan mekanisme otentikasi melalui proses aktivasi yang dilakukan
sgara langsung oleh petugas IKD; (2) Akses terhadap jaringan Sistem Informasi
Agministrasi Kependudukan (SIAK) hanya dapat dilakukan oleh pihak Disdukcapil
p%a saat berlangsungnya proses aktivasi; (3) kemampuan untuk login
rr%nggunakan data biometrik seperti sidik jari dan pemaindai wajah; (4) Data QR
Cg_de yang dipindai oleh pihak lain melalui aplikasi IKD hanya berlaku dalam
V\Ektu singkat dan akan kedaluwarsa setelah 90 detik: (5) Pemilik akun IKD harus
rr?:;gunjungi Unit Pelayanan Adminduk untuk melakukan reset akun dan

=
n&naktifkan akun jika lupa kode PIN; (6) aplikasi tidak bisa disecreenshoot dan satu

jo¥]
pa_angkat hanya bisa menggunakan satu akun saja; (7) Input kode PIN dibatasi

Nery Wisey
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hﬁ)‘?gga tiga kali percobaan; apabila melebihi batas tersebut, akun akan terkunci
se}entara dan tidak dapat diakses; (8) Apabila ponsel pengguna hilang, pemilik
aEﬂn IKD diwajibkan untuk datang ke Unit Pelayanan Adminduk guna melakukan
regét akun; dan (9) Ketika pengguna mengganti ponsel, mereka harus melapor
k;ada petugas Disdukcapil agar data dapat dipindahkan ke perangkat baru (akun
pizda perangkat lama akan terhapus secara otomatis) (Lisfianti dalam Mirlana et al.,

wn
2024).
a

A Di Kota Pekanbaru, penerapan inovasi IKD ini sudah diterapkan sejak tahun

e

2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Pekanbaru yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat melalui
smartphone masing-masing. Selain layanan IKD, Disdukcapil Kota Pekanbaru juga
memiliki aplikasi layanan lain seperti Sipenduduk (Sistem Informasi Pelayanan
Terpadu Kependudukan), Sipintar Peduli, Cendekia, Sipedas, Lokdon (Loket
Layanan Pengaduan Online), Pedang Biru, Lado PKU (Pengajuan SKPWNI),
Lg&/anan Tunggu, Pandawa, Kodari dan Siapmen. Layanan tersebut dapat

dﬁunakan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dari masing-masing layanan.

Masyarakat yang telah mengaktivasi layanan IKD akan mendapatkan akses

f] dTUIe

informasi digital yang dirancang untuk menampilkan dokumen identitas dan

aA

|rﬁorma5| pribadi mereka. Aplikasi IKD ini langsung terhubung dengan Sistem

A

Informasi Administrasi Kependudukan terpusat (SIAK) yang bersifat permanen,

S}’

yahg secara terbuka menumbuhkan kepuasan publik serta dapat memastikan

Bl

keamanan bagi pengguna Aplikasi IKD (Hanjani & Bedasari, 2025). Selain

As

mﬁnampllkan dokumen kependudukan, aplikasi IKD juga memiliki beberapa fitur
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©

I%anan yang dapat diakses oleh masyarakat seperti Permohonan cetak Kartu
T

Keluarga, Perubahan Data Golongan Darah, Perubahan Data Status Perkawinan,
©

Perubahan Data Pendidikan, Surat keterangan pindah, Kelahiran WNI, dan akte
=

kematian serta penerbitan Kartu Identitas Kependudukan (KIA) dengan waktu
=

ldiranan 1x24 jam. Penggunaan teknologi dalam sistem layanan dapat memudahkan
mgsyarakat dalam mengakses informasi khususnya pada masyarakat didaerah
teﬁaencil dengan demikian dapat meminimalkan kebutuhan terhadap layanan
rrg%ual yang sering memerlukan waktu lebih lama (Ismail dalam Putri et al., 2025).

Namun, setelah hampir tiga tahun berjalan, penerapan serta penggunaan
aplikasi IKD belum mencapai target yang telah ditentukan dan belum berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2025

adalah sebanyak 842.018 orang. Sedangkan target yang harus dicapai untuk

aktivasi IKD yakni 25 % atau sebanyak 210.504 orang.

wn

% Tabel 1. 2 Data Jumlah Aktivasi IKD Tahun 2022-2025
E: Tahun Jumlah Aktivasi IKD

E 2022 2.397

E- 2023 59.339

2. 2024 111.201

q 2025 130.654

umber : Disdukcapil Kota Pekanbaru 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, setiap tahunnya jumlah aktivasi IKD tidak

ng jo A

rTEngaIami peningkatan yang terlalu signifikan. terhitung dari tahun 2022 hingga

u

p&ﬂengahan tahun 2025 hanya sekitar 130.654 warga kota Pekanbaru yang sudah

jo¥]
mengaktivasi aplikasi IKD. Hal ini berarti aktivasi IKD di Kota Pekanbaru belum

nery wisey
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©

ngmenuhi target aktivasi yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target ini
=

tentunya tidak terlepas dari beberapa tantangan dalam penerapan aplikasi IKD ini.
©

—

@  Temuan awal penelitian mengindikasikan bahwa penerapan inovasi berupa
=

aphikasi IKD belum berjalan optimal dan masih dihadapkan pada sejumlah
-~

pérmasalahan diantaranya Pertama, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam
=z

menggunakan teknologi masih menjadi kendala, khususnya bagi masyarakat yang
=

ti%{:ak memiliki smartphone dan mengalami keterbatasan dalam literasi digital
s%?jngga menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi IKD. Aplikasi IKD
mcerupakan bentuk implementasi e-government yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam mempermudah akses terhadap pelayanan publik,
sehingga kualitas layanan dapat meningkat secara merata.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan terkait rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap teknologi, yang umumnya disebabkan oleh
kurang optimalnya sosialisasi, khususnya kepada kelompok masyarakat dengan
k%j]disi sosial ekonomi yang lebih rendah. Indonesia sudah mengalami kemajuan
s%ara teknologi namun kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap
teinologi informasi dan komunikasi masih sangat kurang (Lenak et al., 2021). Hal
irzc,juga terjadi di Kota Pekanbaru yakni minimnya pengetahuan masyarakat
te%adap teknologi dan penggunaan aplikasi yang belum maksimal dalam sistem
Ia&anan publik menjadi faktor penghambat penerapan aplikasi IKD (Hartono &
Agﬁalia, 2024).

et

Kedua, kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak Disdukcapil terkait

Ag ue)

1&e

pentingnya aplikasi IKD dan pemanfaatannya dalam mengurus data kependudukan

nery wisey J
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©

y@:\g menyebabkan sebagian masyarakat kurang mengetahui kegunaan aplikasi
=

IKD. hasil penelitian oleh (Wirayuda & Zainal, 2024) menyebutkan bahwa
©

Pgnerapan aplikasi IKD belum terlaksana dengan maksimal karena masyarakat
=

kRtsusnya dikota Pekanbaru masih belum mengetahui secara menyeluruh adanya
-~

pénerapan Kartu Tanda Penduduk Digital dikarenakan kurangnya sosialisasi bagi
mgsyarakat terutama di setiap UPTD Disdukcapil Kecamatan. Selain itu, kurang
je%snya prosedur atau tahapan dalam mengakses aplikasi IKD yang membuat
rréir%yarakat kebingungan dalam memanfaatakan aplikasi IKD serta penggunaan
arﬁikasi tersebut tidak diketahui masyarakat secara menyeluruh sehingga
membingungkan masyarakat mengenai seberapa penting penggunaan aplikasi ini.

Ketiga, permasalahan teknis seperti server aplikasi IKD yang sering
mengalami gangguan. Hasil penelitian oleh (Rusydi & Mashur, 2024) menjelaskan
bahwa gangguan pada server aplikasi IKD masih menjadi salah satu faktor yang
menghambat penerapan penyelenggaraan layanan Identitas Kependudukan Digital
nginas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Masyarakat
teg(adang membutuhkan waktu yang lama saat akan login pada aplikasi ini, bahkan
te'%(adang tidak bisa untuk login sama sekali. Hal ini tentunya memperlambat
rrgsyarakat yang ingin mengakses layanan kependudukan. Dalam penelitian lain
oé_h (Farhan et al., 2024) memaparkan bahwa permasalahan pada server yang

<
seﬂng mengalami gangguan masih menjadi kendala sampai saat ini dalam

95}
péherapan aplikasi IKD yang optimal. Bahkan saat menggunakan fitur fitur layanan

e

dalam aplikasi sering kali mengalami masalah jaringan pada aplikasi tersebut.

Selain itu, sering terjadinya gangguan server pada sistem untuk

10
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©
ngngaktivasi aplikasi IKD di Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru juga menjadi

=

kendala yang dihadapi masyarakat. Dalam pra riset yang peneliti lakukan, agar
©

I@anan IKD dapat diakses maka masyarakat perlu melakukan aktivasi aplikasi IKD
=

seeara langsung di kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru pada loket khusus yang
-~

tefsedia, namun kendala yang selalu dialami adalah gangguan jaringan pada sistem
=z

untuk mengaktivasi aplikasi IKD, akibatnya masyarakat yang hendak melakukan
=

aktivasi menjadi tertunda. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang gagal
2]

rr@akukan aktivasi pada hari tersebut karena gangguan jaringan enggan datang
kembali untuk mengaktivasi aplikasi IKD tersebut.

Keempat, maraknya kasus penipuan online yang mengatasnamakan
Disdukcapil Kota Pekanbaru telah menimbulkan kekhawatiran dan
ketidakpercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis aplikasi.
Disdukcapil Kota Pekanbaru memberikan peringatan kepada masyarakat agar
waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil atau Ditjen
D:;Skcapil Kemendagri. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara menelepon
k@ban dan meminta mereka mengunduh aplikasi IKD ilegal/palsu serta meminta
déa pribadi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memastikan bahwa
agikasi yang diunduh berasal dari sumber resmi, yaitu melalui Playstore atau
A%Store, dan pengembangnya adalah Ditjen Dukcapil Kemendagri. Masyarakat
s;ingkali merasa takut terjadi kebocoran data ketika menggunakan Aplikasi IKD
kgena kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi. Ketidakpastian mengenai

=¥}
se?}erapa aman data tersebut tersimpan dan dikelola dalam sistem digital menambah

S
kéjgguan masyarakat dalam menggunakan aplikasi IKD (Fitriani et al., 2025).
L oY

11
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©

3L
W)
e

yang dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun aplikasi IKD telah memiliki
bgberapa fitur utama dan juga layanan namun tidak dapat gunakan secara
m%hyeluruh karena belum dilakukannya pengembangan lebih lanjut pada aplikasi
irgZ: Hal ini berkaitan dengan kesiapan pada masing-masing instansi yang
mgnerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini juga tidak sepenuhnya

ngpat digunakan dalam mengakses layanan publik.
2]

Kelima, kurang tersedia fitur layanan secara menyeluruh pada aplikasi IKD

A Permasalahan yang terjadi mengenai penerapan inovasi IKD tidak hanya

Q
te?dapat di Kota Pekanbaru saja, namun juga pada beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian oleh (Bella & Widodo, 2024) menjelaskan bahwasanya
banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan menyadari pentingnya
penggunaan aplikasi IKD dikarenakan sosialisasi yang kurang jelas dan tidak
meluas diberbagai kalangan masyarakat. Selain itu, (Fitriani et al., 2025) juga

menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan
7]

rr%ngenai aplikasi IKD di Desa Kebonwaris menghambat pemahaman dan minat
(1]

rrgsyarakat terhadap aplikasi tersebut, kurangnya antusiasme serta kendala teknis

yaapg menjadi kendala dalam pemanfaatan aplikasi IKD ini. Jika dibandingkan

=
déhgan pemanfaatan IKD di Kota Pekanbaru dengan daerah lainnya permasalahan
«

(g°]
y@]g terjadi hampir sama. Hasil penelitian (Hanjani & Bedasari, 2025)

-

<
mghmaparkan bahwa Disdukcapil Kota Pekanbaru sebagai penyedia layanan telah

0 p]
berupaya menerapkan penggunaan aplikasi IKD, namun dalam pelaksanaannya

pay
]

b%IJum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh beberapa hambatan teknis,

=
kurangnya edukasi, serta keraguan masyarakat terhadap keamanan sistem digital.
L oY

12
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©

3L
W)
e

dari layanan yang bersifat manual ke layanan digital seperti IKD. hal ini juga
d%engaruhi oleh proses pelayanan publik yang diberikan oleh petugas Disdukcapil
tha Pekanbaru. Keterbatasan jumlah SDM ataupun aparatur didalam pemberian
p;:Ihyanan juga dapat mempengaruhi suatu kualitas pelayanan yang
digelenggarakan. Pemberian pelayanan yang berkualitas serta optimal oleh

D%dukcapil Kota Pekanbaru sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk dapat
2]

Pada penerapannya, terlihat juga kurangnya minat masyarakat untuk beralih

rrg%gaktivasi aplikasi IKD tersebut. Maka dari itu, penyelenggaraan pelayanan
pucblik yang berkualitas dapat menjadi faktor penentu dalam penerapan dan
pemanfaatan IKD sebagai suatu inovasi pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
Permasalahan yang terjadi ini, jika tidak segera ditangani maka akan
menimbulkan inefisiensi operasional dalam proses pelayanan, seperti lamanya
waktu penyelesaian layanan, meningkatnya beban kerja aparatur, serta penggunaan
sumber daya yang tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan tujuan inovasi
pélfayanan publik yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi

pgayanan kepada masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.

Selain itu, permasalahan tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya

B8I) d1w

transformasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan sistem dan teknologi digital.

likasi IKD sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan berbasis

K]I'gIaA

o0}
a

ikasi seharusnya mampu mendukung proses pelayanan yang terintegrasi, mudah

B[S J

didkses, serta berbasis data elektronik. Namun, apabila dukungan infrastruktur

tal, kemampuan pengguna serta pengelolaan teknologi belum berjalan secara

o
sarey|

A

mal, maka proses digitalisasi pelayanan publik menjadi tidak efektif.

1

o
24

13
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Berbagai penelitian terdahulu mengenai inovasi pelayanan publik berbasis

ABH @

digital umumnya menggunakan teori Everett M. Rogers untuk menilai penerapan

S

1d

teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintahan. Namun,

w B

kapian-kajian tersebut masih berfokus pada inovasi digital secara umum dan belum
=

memberikan perhatian khusus terhadap penerapan aplikasi IKD sebagai bentuk
ingyasi layanan kependudukan yang bersifat teknis dan operasional.

:7;— Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum
dE@mukan kajian yang secara mendalam mengkaji bagaimana inovasi pelayanan
pucblik melalui aplikasi IKD diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengulas secara
mendalam mengenai tantangan sumber daya, kesiapan instansi, serta tingkat
penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan IKD.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Peneliti merasa tertarik dan
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait “Inovasi Pelayanan Publik

7]
niglalui  Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas
(1]

K:.‘Ependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.”

dTure

12Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang dijumpai dilapangan maka

=

neny wisey jireAg uejng jo A3FIaAu

usan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana inovasi pelayanan publik melalui aplikasi ldentitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Pekanbaru?

14
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w ejdio yeH @

1

X

Nely exfsns NN A

Apa saja faktor penghambat inovasi pelayanan publik melalui aplikasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?

- Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana inovasi pelayanan publik melalui aplikasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat inovasi pelayanan publik
melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diberikan, maka manfaat penelitian

ini yaitu:

nery wisey JireAg ueing jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}elS

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai
inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital
(IKD) serta faktor penghambat inovasi IKD di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan arahan strategis bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan
penerapan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pekanbaru.

15
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©

1% Sistematika Penulisan

=

©  Untuk memudahkan memahami keseluruhan pembahasan dalam penelitian

1d

i, maka perlu dikemukakan sistematika yang menjadi pedoman penulisan.

w

Penyajian penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bl
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PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian pada skripsi ini. yakni
menjelaskan isu yang ingin diselesaikan oleh penulis, rumusan
masalah serta tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.
LANDASAN TEORI

Bab ini mengandung dasar teori yang disusun penulis. Penulis
berpedoman pada penelitian terdahulu mengenai Inovasi
Pelayanan publik pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital.
METODOLOGI PENELITIAN

Berisi prosedur, tata cara atau langkah ilmiah yang digunakan
untuk memperoleh hasil data yang dibutuhkan penulis
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat lokasi penelitian,
struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian
yang dilkukan mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.
PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat

16
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bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai
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masukan ataupun pertimbangan.

TAR PUSTAKA

MPIRAN

LL
© Hak o:uﬁm m ﬂ_ k UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan artinya cara

ayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan

NIB YW 83dio YeH ©

(uang), dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan pemberian barang atau

n

jaf.:a. Pada dasarnya, pelayanan terdiri dari serangkaian kegiatan, sehingga proses

pelayanan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan yang meliputi seluruh
Q

ké{'_hidupan organisasi dalam masyarakat. Proses ini dilakukan dengan saling

memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan (Mursyidah &

Choiriyah, 2020).

Sementara Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris, “public” yakni umum
atau masyarakat. Dalam bahasa Indonesia kata Publik dapat diartikan sebagai
umum, orang banyak, dan ramai. Menurut (Mukarom & Laksana, 2016) publik
a%jlah "kumpulan" orang yang memiliki minat dan kepentingan yang Ssama
te@adap suatu isu atau masalah.

Menurut (Sinambela, 2019), pelayanan publik merupakan pemenuhan

x
&) d1w

nginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, kebutuhan

syarakat tersebut bukan secara individual namun berbagai kebutuhan seperti

IéaA

1

kéehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan (Mahmudi, 2015) mengemukakan
Lo o
bim_wa pelayanan publik merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh

=¥}
p%h}yelenggara layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, yang

S
pélfiksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

18
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©
b%laku. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

=

menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
©

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
=

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau
==

pé&layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Konsep pelayanan publik pada dasarnya merupakan suatu usaha yang

NS N

di?l:akukan oleh seseorang, kelompok ataupun birokrasi untuk memberikan
k%jnudahan dalam membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu (Istianto, 2011).
Selain itu, (Rahmadana et al., 2020) menjelaskan bahwa pelayanan publik juga
dapat diartikan sebagai suatu bentuk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Penyelenggaraan layanan ini berlandaskan pada asas dan prinsip

pelayanan yang berlaku, serta ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada

masyarakat melalui penyediaan layanan yang sesuai dengan harapan maupun

S

stgndar yang seharusnya diterima.
(1]

E Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara No.

e

6§KEP/M.PAN/7/2003, bahwa pelayanan publik adalah jenis kegiatan proses

=
pélayanan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya
«

w%_uk memenuhi keinginan dan kebutuhan anggota masyarakat yang dilayani.
Dgpgan demikian, birokrasi publik memandang pelayanan publik sebagai
pgwujudan dari fungsi aparatur negara, baik sebagai pelayan masyarakat maupun
péiayan negara. Dari beberapa definisi mengenai pelayanan publik maka dapat

S«
d@[mpulkan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang

19
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©

d%ksanakan oleh penyelenggara layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan
T

masyarakat serta menjamin pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara.
©

©  Menurut (Mahmudi, 2015) yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik
=

adalah instansi pemerintah yang melipui Satuan kerja/satuan organisasi Kementrian,
=

Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga
=z
Testinggi dan Tinggi Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum

c
MzHik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) serta Instansi
Pgnerintah lainnya (Pusat maupun daerah termasuk dinas dan badan).

Pada hakikatnya, tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat dan layanan yang sesuai dengan
keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya (Rahmadana et al., 2020).
Oleh karena itu, guna mencapai tingkat kepuasan tersebut, pemerintah dituntut
untuk menyelenggarakan pelayanan dengan kualitas yang optimal, yang
diwujudkan melalui penerapan asas-asas pelayanan publik, antara lain:

a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang mudah diakses dan tersedia bagi pihak yang membutuhkan;

b) Akuntabilitas, artinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

¢) Kondisional, yaitu pelayanan publik harus disesuaikan dengan situasi,

kondisi, serta kemampuan penyelenggara dan pengguna layanan,

dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas;

20
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d) Partisipatif, artinya pelayanan yang mendorong keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, dengan
memperhatikan aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat.

e) Tidak diskriminatif, yaitu pelayanan yang tidak diskriminasi atau tidak
membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, status sosial dan
ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan publik yang

diberikan harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan

nery eysns Nin Y!iw eijdio yeHy @

penerima layanan publik (Sinambela, 2019).

Selain harus terpenuhinya asas-asas pelayanan publik, instansi penyedia
pelayanan publik dalam memberikan pelayanan juga harus memperhatikan prinsip-
prinsip pada pelayanan publik. Menurut (Mahmudi, 2015) terdapat beberapa
prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya:

Pertama, adanya kesederhanaan prosedur. prinsip ini menekankan bahwa
ta;,fapan-tahapan dalam proses pelayanan harus dirancang secara sederhana, mudah
d%ahami, dan tidak berbelit-belit. Prosedur yang sederhana akan memudahkan
rr%syarakat dalam mengakses layanan serta meminimalisir kebingungan maupun
pg%ensi kesalahan selama proses pelayanan berlangsung. Kedua, adanya kejelasan
y§<_ni seluruh informasi yang berkaitan dengan persyaratan teknis, rincian biaya
pghayanan, serta mekanisme pembayaran harus disampaikan secara jelas, terbuka,
d% dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Di samping itu, unit kerja atau

=¥}
pgjabat yang berwenang harus memiliki tanggung jawab dalam menangani keluhan,

S
pgrmasalahan, maupun tuntutan yang timbul selama proses pelayanan publik.
L oY
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©
Kﬁelasan ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik-praktik

=

yang merugikan, seperti percaloan, pungutan liar, dan bentuk penyimpangan
©

Iaﬁﬁnya.
=
—  Ketiga, adanya kepastian waktu. prinsip ini memberikan kejelasan dan

=

képastian terkait jangka waktu untuk dalam proses pelayanan. Dalam hal ini, waktu
=z
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan harus jelas. Keempat, adanya

c
a%urasi produk pelayanan publik dimana produk pelayanan publik yang
d%%mpaikan kepada masyarakat harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi, yaitu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, benar secara substansi, tepat sasaran, serta
sah menurut ketentuan hukum. Kelima, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang
memadai, peralatan kerja, dan pendukung lainnya, termasuk ketersediaan fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pelayanan.

Keenam, yakni keamanan. Prinsip keamanan berarti proses dan produk
pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Adanya
pglindungan terhadap data pribadi, aset, dan keselamatan fisik masyarakat selama
p§ses pelayanan. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman saat berinteraksi
deapgan penyedia layanan, tanpa kekhawatiran akan kehilangan data atau
rrgngalami gangguan keamanan lainnya. Ketujuh, Pimpinan penyelenggara
péjgyanan publik atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas
p&yelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam

195}
pélaksanaan pelayanan publik.

Kedelapan, adanya kemudahan akses dalam pelayanan publik. Pelayanan

Ag ue)

publik harus mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti lokasi dan

22
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©

teﬁﬂpat, sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan
T

memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi telekomunikasi dan
©

irformatika. Selanjutnya, Petugas pelayanan diwajibkan menunjukkan sikap
=

disiplin, sopan, santun, serta bersikap ramah dalam memberikan layanan, dengan
=

mfengedepankan profesionalisme dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Dan

tegakhir, perihal kenyamanan yakni lingkungan tempat pelayanan harus dikelola

s%ara tertib dan teratur, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, bersih, dan
ra@, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, toilet, dan
sarana lainnya guna mendukung kelancaran proses pelayanan.

(Rahmadana et al., 2020) berpendapat bahwa terdapat enam unsur penting
dalam proses pelayanan publik diantaranya:

a. Penyedia layanan, merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam
memberikan layanan tertentu kepada pengguna, baik dalam bentuk
penyediaan barang dan/atau jasa.

b. Penerima layanan, yakni pihak yang memperoleh dan memanfaatkan
layanan yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

c. Jenis layanan, yaitu bentuk atau kategori layanan yang ditawarkan oleh
penyedia kepada penerima layanan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan, penyedia layanan

harus mempertimbangkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama.

Pelayanan publik yang diberikan oleh para administrator dapat diukur dan

Ag ue}[ng Jo AJISISATU() dTWR[S] 3)1§

ilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai pelayanan publik yang berkualitas

d

158
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©

déﬁ sesuai dengan yang ditentukan. Untuk menjamin kejelasan baik bagi
T

penyelenggara jasa dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya maupun bagi
©

—

pengguna jasa dalam proses pengajuan permohonannya, maka sangat penting bagi
=

penyelenggara jasa publik untuk menetapkan standar pelayanan. Menurut UU No.
=

25-tahun 2009, standar pelayanan publik merupakan sebuah tolak ukur yang
=z
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

c
k%litas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara layanan kepada masyarakat
dé‘%m rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus mempertimbangkan prinsip,
standar, dan pola penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan
wanita hamil. Mereka juga harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang

diperlukan tersedia, serta memberikan kemudahan pelayanan khusus bagi seluruh

masyarakat.

2@ Inovasi
-+

Inovasi secara bahasa yang berasal dari bahasa latin “innovation” yang

ISI @3¢

bétarti pembaharuan dan perubahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

u®

nesia (KBBI), inovasi adalah suatu pengenalan atau pemasukan hal-hal baru,

o

I

pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah
dé'enal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat), atau unsur yang mengalami
pg@baruan. Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai proses atau hasil dari
p%gembangan dan pemanfaatan produk atau sumber daya yang sudah ada

sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Yanuar, 2019).
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EH @

Selanjutnya (Rogers, 2017) menjelaskan bahwa inovasi merupakan sebuah
=
ide, gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok.
©
Swatu ide dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru dan akan diukur sesuai

=

dengan waktu ide tersebut digunakan atau ditemukan. Sesuatu ide dianggap baru
-~

ditentukan oleh reaksi seseorang. Apabila suatu dilihat sebagai sesuatu yang baru
olgh seseorang maka hal itu disebut inovasi. Definisi lain mengenai inovasi
b?:rdasarkan pendapat (Rusdiana, 2014) bahwa inovasi merupakan suatu gagasan,
tig)i'ﬂiakan, atau produk yang dipersepsikan sebagai hal yang baru oleh individu atau
ké:lompok tertentu, di mana aspek kebaruannya bersifat relatif.

Dalam konteks perilaku manusia, keberadaan suatu gagasan tidak harus
benar-benar baru secara temporal untuk dapat disebut sebagai inovasi. Kebaruan
tersebut dinilai secara subjektif, bergantung pada sejauh mana individu atau
kelompok yang bersangkutan menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Oleh
karena itu, meskipun suatu ide telah lama ditemukan atau digunakan oleh pihak lain,
sc;tfama ide tersebut baru bagi penerimanya, maka tetap dapat dikategorikan sebagai
irf§,vasi. Hal ini berarti inovasi merupakan suatu pembaharuan atau penciptaan
séuatu yang baru, berbeda dari yang sebelumnya, dan memberikan nilai atau

=
m@nfaat yang signifikan.
<

Teori Inovasi oleh Stephen Robbins dalam (Darwis et al., 2022) bahwa

é&usxa

vasi memiliki 4 (empat) ciri, yakni memiliki kekhasan/khusus, Inovasi memiliki

IS J

c

kekhasan atau khusus dapat dilihat dari segi ide, program, sistem tatanan dan

a termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Memiliki ciri atau unsur

Agare}

=~

nery wisey jige

aruan, suatu inovasi harus memiliki karakteristik tersendiri sebagai sebuah
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©

k%ya dan juga buah pemikiran yang memiliki kadar kebaruan. Dan memiliki
prggram yang terencana, suatu inovasi pelayanan publik harus suatu inovasi
©

paayanan publik harus harus dilaksanakan melalui proses yang jelas, melalui
pe%ancanaan yang tersusun dan terencana secara baik serta matang. Serta memiliki
=

tufuan, dalam menciptakan sebuah inovasi, harus memiliki tujuan tertentu.

; Menurut (Makmur & Thahier, 2015) tujuan inovasi berdasarkan 4 (empat)

sist pandang atau perspektif yakni:
2]

g 1. Perspektif anggaran atau finansial, yaitu senantiasa mencari inovasi
= untuk menemukan cara baru dalam menggunakan anggaran yang relatif
kecil, tetapi mendapatkan hasil yang banyak.

2. Perspektif pelanggan, yaitu semua elemen dalam institusi akan selalu
berinovasi mencari pelanggan yang banyak dan memberikan layanan
yang terbaik.

3. Perspektif pengelolahan bisnis internal, menjelaskan bahwa setiap unsur

7]

% manajemen harus memiliki inovasi untuk menciptakan suasana
g kondusif internal perusahaan.

E- 4. Perspektif pertumbuhan atau perluasan bidang usaha.

=

e

= Jenis-jenis Inovasi menurut Kuratko dalam (Prabowo, Suwanda, et al., 2022)
-

®

rggmbagi inovasi menjadi 4 (empat) tipe diantaranya pertama, penemuan

(0]

(Im/ention), merupakan kreasi atas suatu produk, jasa, atau proses baru yang
o

s@elumnya belum pernah dilakukan. Konsep ini sering disebut revolusioner.
=1

K%?jua, pengembangan (Extension) merupakan pengembangan dari suatu produk,
+¥]

jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep ini adalah aplikasi ide dari sesuatu yang

26
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©

tel?h ada menjadi berbeda. Ketiga, duplikasi (Duplication) yakni peniruan suatu
T

praduk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi tidak

©

sémata meniru tetapi menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar
=

dapat memenangkan persaingan. Keempat, sintesis (synthesis) adalah roses
=

pérpaduan ide dan elemen yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini
=z

mencakup pengambilan sejumlah produk dan gagasan yang telah ditemukan dan
=

distbah menjadi barang yang dapat digunakan dengan cara baru.
2]

A Terdapat 5 (lima) jenis inovasi pada organisasi sektor publik menurut
Q

(I\ﬁuluk dalam Yanuar, 2019) diantaranya:

1. Inovasi Produk, Inovasi ini dimulai dengan perubahan pada desain dan
produk layanan yang membuatnya berbeda dari produk atau layanan
sebelumnya.

2. Inovasi Proses, berarti peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan
integrasi dari perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian
yang diperlukan organisasi untuk melakukan inovasi.

3. Inovasi Metode Pelayanan, Inovasi ini merupakan adanya perubahan
yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya
metode baru untuk memberikan layanan.

4. Inovasi kebijakan atau strategi, berarti perubahan pada visi, misi, tujuan,
dan strategi. Ini juga berkaitan dengan hal-hal baru yang terjadi yang

membuat kebijakan dan strategi baru diperlukan.
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5. Inovasi Sistem, inovasi jenis ini merupakan kebaruan dalam konteks
interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak lain dalam rangka
suatu perubahan pengelolaan organisasi.

Menurut Everett M. Rogers dalam (Prabowo, Suwanda, et al., 2022) sesuatu

Njtw eydio yeH @

dépat dikatakan sebagai sebuah inovasi pelayanan publik jika mempunyai 5
=z

karakteristik, yaitu pertama, relative advantages (Keuntungan relatif) yakni
=

k?:untungan dan nilai lebih harus dimiliki sebuah inovasi yang merupakan
ki?akteristik pembeda dari inovasi yang sebelumnya, sehingga memiliki nilai-nilai
baru yang melekat pada inovasi.

Kedua yaitu compability (kesesuaian) mengacu pada tingkat keterpaduan
antara inovasi dengan nilai-nilai, norma sosial, pengalaman, serta kebutuhan pihak
yang akan mengadopsinya. Inovasi yang selaras dengan kebutuhan pengguna akan
lebih mudah diterima, karena tidak menimbulkan konflik dengan kebiasaan yang
telah ada. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesesuaian suatu inovasi,

7]
sétnakin besar pula peluang keberhasilannya untuk diterapkan.
(1]

g Ketiga, complexity (kerumitan) yakni mengacu pada tingkat kesulitan yang
dEasakan oleh pengguna dalam memahami dan menggunakan suatu inovasi.
Ir';S&vasi yang dianggap rumit atau memerlukan pengetahuan yang tinggi akan
cériﬁderung lebih lambat digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga atau
oé\anisasi yang mengembangkan inovasi perlu mengurangi tingkat kerumitan
mglalui perancangan fitur yang lebih sederhana serta penyediaan panduan
p%}}ggunaan yang jelas bagi pengguna.
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©

3L
W)
e

sWatu inovasi dapat diuji atau dicoba dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara
|l:§s. Inovasi yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mencoba terlebih
d;ﬁulu akan lebih mudah diterima karena mengurangi risiko dan ketidakpastian
te%adap hasil yang akan diperoleh. Dengan adanya tahap uji coba, pengembang
da,czpat melakukan evaluasi dan penyesuaian agar inovasi lebih efektif dan sesuai

dé?ngan kebutuhan pengguna.
2]

Keempat, triability (kemungkinan dicoba) yakni menunjukkan sejauh mana

A Kelima, observability (Kemudahan Diamati)) yakni suatu inovasi yang

Q
dacpat dengan mudah diamati. hal ini mengacu pada sejauh mana hasil atau manfaat
dari suatu inovasi dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Inovasi dengan hasil
yang mudah diamati cenderung lebih cepat diterapkan dan digunakan oleh
masyarakat karena masyarakat dapat menyaksikan secara langsung dampak positif
yang dihasilkan. Kejelasan hasil dan bukti nyata keberhasilan menjadi faktor
penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pengguna terhadap suatu
irgvasi.

(1]
2% Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan

publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan

& 9AS5. N dTw

asan/ide kreatif orisinal atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat

(o]

!

U’(-l

5 38

I masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak

h

o))

rus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru,

('De:l

rluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

J

p

C
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Gagasan dan ide inovatif memiliki manfaat bagi penyelenggara pelayanan

ABH @

pablik dalam rangka memberikan inovasi baru (novelty) pada pelayanannya.

1d

Sementara itu, adaptasi atau modifikasi adalah upaya untuk menerapkan konsep
=

ATFM (amati tiru modifikasi) dari institusi penyelenggara pelayanan publik lainnya,
=

y&ag sudah berjalan dengan baik dan berdampak besar pada masyarakat. Untuk
=z

mendukung inovasi dalam pelayanan publik, kompetisi inovasi, sistem informasi
=

ingvasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan
2]

kaHasitas, dan pengawasan yang berkelanjutan sangat diperlukan (Prabowo, et al.,
c
2022).

Definisi inovasi pelayanan publik berdasarkan (Setijaningrum, 2009) dapat
diartikan sebagai pembaharuan, kreativitas dan ciptaan baru dalam pelayanan
publik. Berikut, adalah beberapa inovasi di bidang layanan publik dalam bentuk
manajemen pelayanan yang berorientasi perbaikan kualitas layanan yang

memuaskan pengguna layanan atau masyarakat. Menurut (Prabowo, e al., 2022)
7]

Inovasi di sektor publik merupakan pembuatan dan pelaksanaan hal-hal yang baru
(1]

dén?] kreatif dalam hal pelayanan publik, keorganisasian, manajerial, dan proses

=]
pemerintahan. Inovasi sektor publik ini bertujuan untuk mencapai hasil berupa

=
pemecahan masalah-masalah publik dan pencapaian tujuan organisasi sektor publik
]

(g+]
secara efektif, efisien, dan berkualitas.

Dari beberapa definisi mengenai inovasi pelayanan publik, dapat

530 43

disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan suatu bentuk pembaruan

7

4

o
Sre

am penyelenggaraan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas,

nery wisey jie

iensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini dapat berupa

30
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©

g@asan orisinal, adaptasi dari praktik yang telah ada, maupun modifikasi terhadap
=

sistem yang sudah berjalan, selama hal tersebut menghasilkan manfaat nyata atau
©

pé-fensial bagi masyarakat. Inovasi tidak harus berupa penemuan baru secara
=

absolut, melainkan lebih pada penerapan pendekatan baru yang dipersepsikan
-~

sébagai kebaruan oleh penyelenggara dan penerima layanan. Tujuannya adalah
Z

untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi
=

w . . .
seeara responsif, kreatif, dan berkelanjutan.
2]

A Inovasi pada pelayanan publik merupakan hal yang penting dan sangat

Q
dibutuhkan sebagai salah satu bentuk peningkatan dari pelayanan publik, sehingga
pemerintah sebagai aparat pelaksanan dituntut untuk dapat selalu berinovasi dalam
pelaksanaan tugasnya terutama dalam pelaksanaan pelayanan di sektor publik.
Melalui inovasi pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan sebagai bentuk
tanggap terhadap masalahmasalah serta perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi yang berkembang begitu pesat. Adanya sistem Inovasi berbentuk
elgktronik dalam kegiatan pemerintahan tentunya dapat digunakan untuk terus
rrgningkatkan efektivitas dan efisensi kerja pemerintah kepada masyarakat yang

séama ini dianggap masih sangat kurang (Darwis et al., 2022).

Inovasi dalam pelayanan publik memiliki level atau tingkatan tersendiri.

|—
SIdATU[)

el inovasi dijelaskan oleh mulgan dan albury berentang dalam (Darwis et al.,

I

L1

2) diantaranya Inovasi inkremental, merupakan inovasi yang membawa

IBS 3

p&ubahan kecil terhadap suatu proses atau suatu layanan. Inovasi radikal,

upakan inovasi yang membawa perubahan secara mendasar dalam pelayanan

Agrey

olic. Inovasi transformatif atau sistematis, merupakan inovasi yang membawa

=]

I
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©

pggrubahan besar dalam struktur keorganisasian dan menstranformasi seluruh sektor
d; secara dramatis akan mengubah keorganisasian. Jenis inovasi ini membutuhkan
©

waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan membutuhkan
pe?riubahan yang mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.

n

Inovasi memiliki beberapa model. model-model inovasi dalam administrasi

N

publik adalah kerangka kerja yang membantu dalam memahami, merancang, dan
=

rrgﬂerapkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

e

I\E:‘Bdel-model ini menawarkan berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan
yacng dihadapi oleh organisasi pemerintah dan untuk mendorong perubahan yang
positif diantaranya Model Siklus Inovasi, Model Inovasi Terbuka, dan Model
Kolaboratif.

1. Model Siklus Inovasi, model ini menggambarkan proses inovasi sebagai
serangkaian langkah yang saling terkait, dari penciptaan ide hingga
implementasi dan evaluasi. Model ini menekankan pentingnya setiap
tahap dan bagaimana setiap tahap mempengaruhi keberhasilan inovasi
secara keseluruhan. Empat tahap utama siklus inovasi adalah
identifikasi masalah, pengembangan ide, implementasi, dan evaluasi.
Model ini membahas pentingnya pendekatan yang sistematis dan
terstruktur dalam mengelola inovasi publik.

2. Model Inovasi Terbuka (Open Innovation), model ini diperkenalkan
oleh Chesbrough, yang menggambarkan pendekatan inovasi yang

melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam konteks

administrasi publik, model ini menekankan pentingnya keterlibatan
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berbagai pihak di luar organisasi pemerintah untuk mempercepat proses
inovasi dan mengembangkan solusi yang lebih baik.

3. Model Kolaboratif, model kolaboratif dalam inovasi publik
menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam
mengembangkan dan menerapkan inovasi. Model ini mencakup
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, antara pemerintah dan
masyarakat, dan antara pemerintah dan sektor swasta.

4. Model Transformasi Digital, model ini menggambarkan bagaimana

nery eysns Nin Y!iw eijdio yeHy @

teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi administrasi publik dan mengubah layanan publik.

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan aspek penting untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas layanan publik. Namun,
keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada ide-ide baru tetapi juga pada
berbagai faktor penentu yang mempengaruhi implementasi dan hasil dari inovasi
te;gebut (Muhammad et al., 2024). Dalam Inovasi pelayanan publik, terdapat
bé?)erapa kunci penyelenggaraan inovasi pelayanan publik diantaranya:

1. Adanya masalah yang sudah ada dan berkelanjutan dalam pelayanan
publik. Dengan adanya masalah ini, Lembaga atau intitusi dapat

menemukan inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan

meningkatkan pelayanan.

N

Dapat ditransfer atau direplikasi, yang berarti dapat digunakan atau

dirujuk oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya. Ini
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memastikan bahwa inovasi tidak hanya masif di satu unit saja, tetapi
diharapkan dapat merata di seluruh organisasi atau institusi.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

w ejdio yeH @

B#okrasi Republik Indonesia (PERMENPAN & RB) Nomor 3 Tahun 2018
=
Téatang  Kompetisi Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan
=z
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
=

Usaha Milik Daerah Tahun 2018 disebutkan beberapa kriteria inovasi antara lain :
2]

Ya. Memiliki kebaruan, yaitu seuah inovasi harus mempunyai gagasan yang

Q

= unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan

dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan
publik yang telah ada untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi

dalam penyelesaian permasalahan.

o

Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan

dan perhatian publik.

o

Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat atau telah dicontoh dan menjadi
rujukan atau dapat diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik

lainnya.

®

Secara berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang
diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan
fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan (Prabowo,

Suwanda, et al., 2022).
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©
Z%Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

=

Identitas Kependudukan Digital merupakan suatu informasi berbasis
elektronik berupa aplikasi digital yang menampilkan data pribadi seseorang dalam
bentuk dokumen kependudukan. Dasar hukum IKD adalah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Satandar dan Spesifikasi Perangkat
Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta
Penyelenggaraan ldentitas Kependudukan Digital.

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk mengikuti perkembangan
digitalisasi kependudukan melalui teknologi informasi dan komunikasi,
meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat,
mempercepat dan memudahkan transaksi digital yang berkaitan dengan layanan
publik atau privat; dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Tidak hanya KTP digital, IKD juga memiliki beberapa fitur lainnya yang
terbagi menjadi 8 (delapan) menu diantaranya yakni Dokumen, Data Keluarga,
Tanda Tangan Elektronik, Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, Histori Aktivitas,
Ubah PIN/Kata Kunci, Lepas Perangkat, dan Keterangan. Pada menu Dokumen
terdapat data kependudukan berupa kode QR dan hanya dapat discan/akses oleh
gawai lain yang memiliki aplikasi IKD.

Selain itu, terdapat menu tambahan yang mencakup informasi tentang
biodata warga negara, Kartu Keluarga, Surat Pindah serta Kutipan Akta Kelahiran.

penerapan ldentitas Kependudukan Digital dapat memberikan kemudahan untuk
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©
masyarakat karena tidak perlu membawa KTP fisik dalam proses pelayanan publik

(Zainurrochim & Nurdiani, 2024).

Aplikasi IKD langsung terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan terpusat (SIAK) yang bersifat permanen, yang secara terbuka
menumbuhkan kepuasan publik serta dapat memastikan keamanan bagi pengguna
Aplikasi IKD (Hanjani & Bedasari, 2025). Selain menampilkan dokumen
kependudukan, aplikasi IKD juga memiliki beberapa fitur layanan yang dapat
diakses oleh masyarakat seperti Permohonan cetak Kartu Keluarga, Perubahan Data
Golongan Darah, Perubahan Data Status Perkawinan, Perubahan Data Pendidikan,
Surat keterangan pindah, Kelahiran WNI, dan akte kematian serta penerbitan Kartu
Identitas Kependudukan (KIA)

Sebelum IKD dapat digunakan sistem akan melakukan otorisasi identitas
yang mencakup otentifikasi data dan otentifikasi wajah. Ini dilakukan untuk
memastikan bahwa pengguna layanan tersebut adalah orang yang sebenarnya.
Sistem menggabungkan foto selfie dengan foto yang ada di database untuk
melakukan autentikasi wajah. Operator SIAK mengeluarkan kode QR saat otorisasi
diberikan. Persyaratan untuk mengakses IKD antara lain memiliki telepon pintar,
memiliki e-KTP, atau telah terdaftar data biometrik sebelumnya. Pemohon atau
pengguna juga diharuskan memiliki nomor telepon aktif dengan paket data internet
atau perangkat yang terhubung internet.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang sebagai
tanggapan terhadap perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan dalam

administrasi kependudukan. Teknologi digital seperti IKD memungkinkan

36

nery wisey



‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

NV VSNS NIN
o0

‘nery eysng NN Jelem BueA uebuijuaday ueyibniaw sepn uedinbuad *q

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

b )

3,

>

h

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnueousw eduey 1w SNy AIEY yninjgs neje ueibegas diynbusw Buese|q ‘|

0/

Buepun-Buepun 1Bunpuipg e3did yeH

©
pembaruan data secara real-time, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data penduduk. Dengan
menggunakan IKD, pemerintah dapat membantu warga mengelola informasi
kependudukan mereka sendiri, yang membantu mempermudah proses pengajuan
administrasi kependudukan, mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan,
atau keuangan, dan berbagai layanan publik lainnya (Bella & Widodo, 2024).

2% Electronic Goverment
Q

v Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
tergt:_Jjadi di seluruh dunia memengaruhi perkembangan teknologi sebuah negara.
Sejak tahun 2000, program pemerintah yang dikenal sebagai e-government telah
dimulai dengan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui
penggunaan TIK. Munculnya sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah salah satu hasil positif dari kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) (Holle dalam Muftikhali & Susanto, 2017).

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah

o
o
ugtuk meningkatkan hubungan dengan beberapa pihak, termasuk lembaga dan

e

rr@_syarakat, untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

(o]

p&ayanan (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Selanjutnya, menurut (Lenak, 2021)

Al

e{government merupakan suatu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah

urttuk memberikan informasi dan pelayanan publik.

}s

Kemajuan teknologi informasi telah mengaburkan batas-batas geografis

[nS jo

afar negara dan peradaban suatu bangsa. Informasi yang sebelumnya bersifat

7))
h@nogen dan dikendalikan secara monopolistik, kini menjadi lebih beragam dan

I

b;sifat demokratis. Sejalan dengan itu, manajemen publik yang dahulu cenderung
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©

tegutup dan birokratis telah mengalami transformasi menuju pola yang lebih
T

transparan dan mendorong partisipasi publik. Reformasi Birokrasi semacam inilah
©

y;ng memanfaatkan penerapan e-government dalam menciptakan good governance
=

dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selain itu, dengan adanya e-
-~

gévernment membuat interaksi pemerintah dengan masyarakat (government to
cigzbzens), pemerintah dengan perusahaan bisnis (government to business enterprises)
d?:n hubungan antar pemerintah (inter-agency relationship) dapat berjalan dengan
e?&tif dan efisien.

E-government juga memiliki peran penting yakni sebagai sarana untuk
memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan
keputusan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dengan otomatisasi
pelayanan yang signifikan yang terhubung melalui internet, media, aplikasi, dan
teknologi digital lainnya (Ramadhania et al., 2023).

Dalam hal ini, penerapan e-goverment memiliki sejumlah manfaat
d%jntaranya Pertama, meningkatkan transparansi pelayanan publik, kontrol
rrgsyarakat yang lebih kuat, dan pengawasan yang lebih tepat waktu. Kedua,
rrgngurangi praktik korupsi. Ketiga, meningkatkan efisiensi pemerintahan secara
k%eluruhan dengan menghindari belanja sektor publik yang tidak perlu atau
in%fisiensi dalam berbagai proses. Keempat, menciptakan struktur dan organisasi

<
dgha yang sistematis yang menghasilkan efisiensi dalam skala ruang dan waktu.

v
Kelima, perluasan sistem manajemen sumber daya dengan meningkatkan bidang

e}

kehdali dan sumber daya organisasi (Muliawaty & Hendryawan, 2020).
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Binas  Kependudukan
dan Sipil
Kota Banjar.

Pencatatan

antara satu inovasi dengan inovasi
yang lainnya, akan tetapi memiliki
fungsi dan tujuan yang sama.
Sehingga dapat meningkatkan

kepuasan bagi pengguna jasa

I ©

=

o 26 Penelitian Terdahulu

©

o =

= o

5 B Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Q.

J —

% ;Nama, Tah_u_n, Judul Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian

c | = Penelitian

§ Emelia, N., Azizah, M. | Temuan penelitian ini | Perbedaan penelitian ini

(=]

g N., & Risnawan, W. | menunjukkan bahwa inovasi- | terletak pada fokus

§ §023). Inovasi | inovasi yang dilakukan di Dinas | penelitian yakni
F?nélayanan Kependudukan dan Pencatatan | berfokus pada seluruh
Rependudukan Oleh | Sipil Kota Banjar memiliki | inovasi yang ada di

karakteristik yang berbeda-beda | Disdukcapil Kota

Banjar, lokasi penelitian,
serta metode penelitian
yang digunakan dalam
adalah

penelitian ini

kualitatif deskriptif.

:Jaquuns ueingaAusw uep ueywniuesusw edue) (Ui Sinl eAIBY ynini@s neie ueibegss dinbusw Huele

an Pencatatan

Igota Palu.

Sipil

e‘ l\

Digital belum memiliki
keunggulan dan nilai yang lebih
sehingga dianggap masih kurang
baik serta belum memberikan
solusi nyata terhadap pelayanan
administrasi kependudukan,
kurang berhasil mencapai nilai
dan

kebutuhan masyarakat

tuntutan perkembangan teknologi.

pelayanan.

2 Diwanti, J. O., Riadi, S., | Penelitian  ini  menyimpulkan | Perbedaan penelitian ini
& Salingkat, S. P.|bahwa Inovasi Identitas | terletak pada lokasi
éOZS). Inovasi ldentitas | Kependudukan Digital belum | penelitian  dan tipe
@apendudukan Digital | berjalan dengan baik, dimana | penelitian yang
&Dinas Kependudukan | Inovasi Identitas Kependudukan | digunakan. yakni tipe

penelitian deskriptif
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Pptra, F. P., Suherman,
g., & Firdayani, F.

éOZS). Inovasi
Igalelayanan E-Ktp
Berbasis Aplikasi

@entitas Kependudukan
Bigital  Di
@’ependudukan

wn
iencatatan Sipil Kota

TFangerang

9y
o

Dinas
Dan

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Inovasi pelayanan E-ktp
pada IKD ini perlu ditingkatkan
lagi. faktor penghambatnya yaitu,
aplikasi IKD belum terintegrasi
oleh instansi lain seperti Bank dan
Imigrasi, tidak semua masyarakat
yang
kompatibel dengan aplikasi IKD

memiliki handphone
dan kurangnya sosialisasi dari

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tentang tata cara

dan manfaat aplikasi IKD.

Perbedaan pada
penelitian ini terletak
pada Paradigma
penelitian yakni peneliti
menggunakan
paradigma

konstruktivisme,
pendekatan  deskriptif
kualitatif dan keabsahan
metode

kualitatif

data menurut
penelitian

yakni Uji Kredibilitas,
Uji
dependabilitas dan Uji

Transferabilitas,

konfirmabilitas.

Jaguwins ueyingsAusw uep ueywniuesusw eduel 1ul sinl eAIEY Uninies nele ueibegsas dunbuaw Buesel

Amanda, D. P. M., Said,
M. M., & Abidin, A. Z.
(2025).
Aplikasi
I%ependudukan Digital
(gKD) Dalam Pelayanan
Edministrasi

Igependudukan ( Studi
di

m
Keependudukan

Implementasi

Identitas

Kasus Dinas
dan

gencatatan Sipil Kota
I@alang ).

Hasil

bahwa penerapan aplikasi IKD

penelitian  menunjukkan
telah berjalan melalui komunikasi
langsung, pemanfaatan sumber
daya manusia dan teknologi, serta
dukungan

organisasi terhadap

transformasi  digital. Namun,

implementasinya masih

menghadapi  kendala  berupa

keterbatasan sumber daya,

meningkatnya permintaan
layanan, ketidaksesuaian antara
harapan masyarakat dan kesiapan
sistem, serta sulitnya mengukur

Kinerja secara objektif.

Perbedaan pada
penelitian ini  adalah
penelitian ini

memfokuskan penelitian
pada implementasi IKD
dan menggunakaan teori
implementasi suatu

program.
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penelitian  menunjukkan
bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
menerapkan inovasi
pelayanan publik melalui berbagai
pada website resminya.
Namun, layanan berbasis online
tersebut masih memiliki beberapa
seperti  ketidakpastian
waktu penerbitan KTP, seringnya
gangguan pada website akibat
tingginya volume permohonan,
serta pembatasan akses layanan

online yang justru menyulitkan

Perbedaan pada

penelitian ini terletak
pada objek yang dikaji

dan peneliti memainkan

peran sentral dalam
penelitian kualitatif,
dengan fokus induktif

pada makna daripada
generalisasi melalui
penggunaan  prosedur

kombinasi dan analisis.
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Pelayanan publik dalam islam merupakan manifestasi dari konsep khilafah
pemimpinan) dan amanah (tanggungjawab) yang harus dijalankan dengan penuh
dan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Konsep
ayanan publik dalam islam tidak hanya menekankan pada aspek administratif

un juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika islam dalam

Dalam hal ini sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur-an surat An-Nisa
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3L
W)
e

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hEkum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Agah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adiélah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

; Ayat ini menjadi landasan fundamental bagi penyelenggara pelayanan

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah

p%blik dalam Islam. Konsep amanah dalam konteks pelayanan publik berarti bahwa
se};_fap aparatur negara atau penyedia layanan publik memiliki tanggung jawab
moral untuk menyampaikan hak-hak rakyat secara adil dan proporsional. Amanah
di sini mencakup kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan memberikan
pelayanan terbaik, jujur, dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, pandangan islam yang berkaitan dengan inovasi tertuang

dalam Al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 11, yang berbunyi:

o & WA

35 S 12 3 o 38 400 3051 1305 Rl La 15500 (8 o3 L i Y 0 ()

¥ p]
E T
i D) I3 e a3d Ga gl gl
&
§_ Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga
mgreka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki
:-
keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali
]
tlcTa k ada pelindung bagi mereka selain dia” (QS. Ar-Ra’d: 11).

Secara eksplisit, ayat ini menegaskan prinsip perubahan. Dalam konteks

&%unSJO

indvasi, ayat ini memiliki relevansi yang tinggi karena menempatkan transformasi

s

rnal sebagai prasyarat utama perubahan eksternal, termasuk dalam sistem

yanan publik. Inovasi tidak akan muncul secara spontan tanpa adanya kemauan

ge)
nery wisexpyr
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©

d%i individu atau institusi untuk berbenah, berpikir kritis, dan mencari solusi baru
T
terhadap tantangan yang ada untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

1d

28 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan pemahaman serta penjabaran mengenai

label dalam penelitian agar dapat diperjelas dan memfokuskan dalam sebuah

=R AN

Vi

pd

pepelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan mengenai definisi
c

kdhsep yang digunakan, diantaranya:
2]

A1) Pelayanan publik

Q

= Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk layanan yang

diselenggarakan oleh pemerintah, baik berupa barang maupun jasa, yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan
pada asas-asas serta prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku.

2) Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi pelayanan publik merupakan suatu bentuk pembaruan yang
dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas,
efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui ide
maupun adaptasi atau modifikasi, yang dipersepsikan sebagai hal baru dan
memberikan manfaat nyata kepada penerima layanan publik.

3) Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Identitas Kependudukan Digital merupakan suatu informasi berbasis
elektronik berupa aplikasi digital yang menampilkan data pribadi seseorang

dalam bentuk dokumen kependudukan.
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©

-L4) E-goverment

E-government

dio ye

2

2 EYSNSNIN AW e}

p

il

merupakan

Konsep Operasional

pemanfaatan

teknologi  informasi

pemerintah dalam rangka memperkuat interaksi dengan berbagai pihak,
termasuk instansi pemerintah maupun masyarakat, guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan public

Operasional didefinisikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan atau

erjaan penelitian yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dari apa

yang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata

yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta

ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Tabel 2.2 Dimensi Karakteristik Inovasi Pelayanan Publik melalui IKD

Konsep

Karakteristik  sebuah

wn .
[yovasl menurut

Everett M. Rogers.
w

Indikator Sub Indikator
Relative Advantage | a) Nilai ekonomi
(Keuntungan b) Kepuasan
Relatif)

Compatibility a) Kesesuaian dengan
(Kesesuaian) kebutuhan masyarakat
b) Kesesuaian dengan

kebijakan yang berlaku

Complexity
(Kerumitan)

a) Kemudahan

b) Kemudahan

¢) Tingkat

penggunaan
oleh masyarakat
pelaksanaan
oleh petugas pelayanan
dukungan

teknologi

nery wisey jireAg ueing jo AJISIdAIU) dTWe]
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I - g - -
= Triability a) Simulasi layanan
o (Kemungkinan b) Fleksibilitas penerapan
1 Dicoba) secara bertahap
Q
= Observability a) Pelaporan hasil inovasi
= (Kemudahan b) Bukti dampak Inovasi
= Diamati) c) Aksesibilitas Pengguna
=z
Samber : (Prabowo, Suwanda, et al., 2022)
=
210 Kerangka Berfikir
2]
- Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir
=
c

Bagaimana inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Indikator Penelitian

Mengukur karakteristik sebuah inovasi pelayanan

publik menurut Everett M. Rogers yakni :

Relative  Advantage (Keuntungan
Relatif)

Compatibility (Kesesuaian)
Complexity (Kerumitan)

Triability (Kemungkinan Dicoba)
Observability (Kemudahan Diamati).

‘yejesew njens uenefun neje 3y uesinu

Faktor penghambat inovasi pelayanan
publik melalui aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru

(IKD) untuk meningkatkan palayanan publik di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

— Inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital -

nery wisey jireAg uejng jo £3isi
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BAB Il
METODE PENELITIAN

dioyeH o

w
By

Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan November 2025.

Tempat penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

NIg X!

Pgkanbaru, terletak di JI. Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru Kel.

c

Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Alasan penulis memilih
a

lokasi penelitian ini karena lokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud
Q
p&elitian yang penulis lakukan.

3.2 Jenis Penelitian
Ada pun jenis penelitian yang di lakukan ini adalah jenis penelitian

kualitatif. Menurut (Sugiono, 2023) metode penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek berdasarkan kondisi yang
sebenarnya, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dengan menggunakan teknik
p%gumpulan data secara trianggulasi, metode kualitatif lebih menekankan pada
pé:ﬁgamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif yakni berdasarkan

a-fakta yang peneliti temukan dilapangan kemudian dikonstruksikan menjadi

_.,
ux) drwre

uah hipotesis atau teori. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian

w
ISAT

gns

litatif menitikberatkan pada proses pelaksanaan serta makna yang terkandung

o
g0

m hasil temuan. Penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada aspek-aspek

usia, objek, dan institusi, termasuk interaksi serta hubungan yang terjadi di

s w@i[n

arffara elemen-elemen tersebut, dalam rangka memperoleh pemahaman yang

dalam terhadap suatu fenomena yang terjadi.
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3% Sumber Data

-
(@]

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau

d-'rzgmbil (Abubakar, 2021). Menurut (Pasolong, 2016) sumber data terbagi dua,

dantaranya:

=~ .
C1. Data Primer

Nely eXsns NI

nery wisey JireAg ueing jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}elS

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dari subjek atau objek yang menjadi fokus penelitian. Data ini
bersumber langsung dari pihak pertama dan selanjutnya diolah oleh peneliti.
Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan diperoleh melalui metode
observasi dan wawancara dan dikumpulkan dari berbagai pihak terkait di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yakni Kepala
Seksi  Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, staf/pegawai
operator IKD dan masyarakat pengguna aplikasi IKD di Kota Pekanbaru
Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objek penelitian. Data ini berfungsi sebagai informasi pelengkap yang
diperoleh peneliti melalui perantara, bukan langsung dari sumber utama,
dan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang mendukung
keberadaan data primer. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data
sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, dan data
pendukung seperti data jumlah penduduk dan aktivasi IKD serta gambar
yang didapat dari Disdukcapil Kota Pekanbaru dan data BPS. Selain itu,
penulis mengumpulkan informasi melalui buku, jurnal, serta hasil observasi

yang berkaitan dengan Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi IKD.
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3% Teknik Pengumpulan Data

(@]

~ Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian,

= . : :
kg)rena hal ini berpengaruh terhadap bagaimana suatu data ditemukan atau

daapatkan. Menurut (Abubakar, 2021) teknik pengumpulan data adalah cara yang

d@unakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk

mﬁnecahkan masalah pada penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian

c

irgr:_ menggunakan teknik gabungan atau triangulasi. Menurut (Sugiono, 2023)

b

triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai

Q
teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik

pengumpulan data ini meliputi:

nery wisey JireAg ueing jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}elS

1.

N

Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-
fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Sahir, 2021). menurut spradley dalam
(Sugiono, 2023) objek penelitian dalam studi kualitatif yang diamati
disebut sebagai situasi sosial, yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu place
(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Dalam penelitian ini,
fokus observasi diarahkan pada Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi
Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kota Pekanbaru. observasi
yang penulis lakukan adalah dengan melakukan pengamatan dan terlibat
secara langsung dalam proses aktivasi IKD serta pemanfaatan aplikasi IKD
di Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan

dialog (komunikasi) atau percakapan langsung antara peneliti dengan
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orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan penelitian (Syamsuddin et al., 2023). Pada teknik wawancara ini,
peneliti mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara
peneliti dan informan sebagai subjek penelitian. Untuk mengumpulkan
data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpuran data yang
diutamakan adalah untuk mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan
secara langsung dengan beberapa informan penelitian untuk mendapatkan
data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan laporan hasil
penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari individu yang telah
menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital
(IKD) dalam mengakses pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, serta dari sejumlah informan lainnya
yang dianggap relevan guna memperdalam pemahaman terhadap
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2018) dokumentasi merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam
bentuk dokumen, tulisan, angka, maupun gambar, yang berupa laporan
serta keterangan lain yang dapat menunjang keperluan penelitian.
Berdasarkan (Sugiono, 2023) dokumentasi merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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1d1o Y

Informan Penelitian

Menurut (Yunita & Rany, 2021) informan penelitian adalah individu yang

memiliki pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terkait fenomena atau

w

permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun informan dalam

=

pénelitian ini adalah sebagai berikut:

=
w L
c
»
=
[
A
©
c
2.

nery wisey gue&s uej[ng Jo AJISIdAIU[) dDIWR[S] d}e}§

Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang paling memahami permasalahan dan
memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini
adalah Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan staf/pegawai operator IKD.

Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu yang memberikan informasi
yang tidak disampaikan oleh informan utama atau informan kunci.
Informan tambahan adalah pihak-pihak yang ditemukan di lokasi
penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan data serta
informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam
penelitian ini, informan tambahan mencakup individu yang terlibat
langsung dalam pemanfaatan layanan aplikasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan

rman, yaitu suatu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang
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©
tel?h ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk

=

memudahkan peneliti dalam memfokuskan kajian pada individu-individu yang
©

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

=
Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

=

e Tabel 3. 1 Data Informan

=z

No. Informan Jumlah

=

¥ | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

49 o _ 1 Orang

- Administrasi Kependudukan

2, | Staff Identitas Kependudukan Digital 1 Orang

3 Masyarakat 4 Orang
JUMLAH 6 Orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model
interaktif menurut (Miles. et al., 2018) bahwa terdapat 4 tahap untuk melakukan

analisa data, diantaranya:

Jje
H
.o
D
>

«Q
[
3

o)
c
QD
5
o
=3
QD

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber
menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Peneliti dapat menganalisis data yang ada dilapangan dan data yang

diperoleh pada tahap ini biasanya masih berupa data mentah.

N

Reduksi data
Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah reduksi
data. Reduksi data adalah suatu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan,

mengklasifikasi, dan memilih hal-hal yang penting, dan membuang data

51
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yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang jelas dan memfokuskan data pada hal-hal
yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Display Data (Penyajian Data)

Setelah reduksi data maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk, termasuk narasi, tabel, grafik dan sebagainya. Melalui penyajian
data tersebut, maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola
hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Verification (Penarikan Kesimpulan)

Setelah data direduksi dan disajikan maka peneliti perlu menarik
kesimpulan. Kesimpulan awal mungkin bersifat tentatif dan perlu
diverifikasi. Verifikasi dimaksudkan untuk menguji keabsahan data
dengan cara memeriksa konsistensi data, menjadi bukti pendukung, dan
melakukan triangulasi. Jika kesimpulan dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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©

e

2 BAB IV

=

o DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
©

o
43 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Riau yang

1N X!

memiliki sejarah panjang serta peranan penting dalam perkembangan sosial,

S

elgonomi, dan pemerintahan di wilayah Sumatra bagian tengah. Sebelum dikenal
dé‘zgan nama Pekanbaru, daerah ini bernama Kampung Senapelan, yang telah
b@;?diri sejak abad ke-17. Kampung tersebut menjadi permukiman masyarakat
Melayu yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, nelayan, dan petani.
Letak geografisnya yang strategis di tepi Sungai Siak menjadikan Senapelan
sebagai daerah yang potensial untuk berkembang menjadi pusat aktivitas
perdagangan.

Perkembangan wilayah Senapelan semakin pesat ketika berada di bawah
kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura pada abad ke-18. Pada masa pemerintahan
Satan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Bukit), kawasan ini mulai mendapat

®
pghatian karena posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan sungai.
P@ranya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekanbaru),
k%ﬁudian mendirikan sebuah pasar atau “pekan” baru sekitar tahun 1762-1765
sé’agai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak saat itu, kawasan tersebut
d&énal dengan nama Pekanbaru, yang berarti “pasar yang baru”. Keberadaan pasar

o
irdrmenjadi titik awal terbentuknya struktur sosial ekonomi masyarakat yang lebih
=1

te%rganisasi.
+¥]
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©

3L
W)
e

pusat perdagangan di wilayah Riau. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Sungai

S-%k yang menjadi jalur transportasi utama antara daerah pedalaman dan pesisir.

Sgﬁgai ini memungkinkan terjadinya aktivitas perdagangan hasil bumi seperti rotan,
=

démar, dan hasil hutan lainnya dengan wilayah pesisir serta luar negeri melalui

ngbat Malaka. Dengan demikian, Pekanbaru tumbuh menjadi salah satu pusat

pé?rdagangan penting di Sumatra bagian timur pada masa itu.
2]

Dalam perkembangannya, Pekanbaru mengalami kemajuan pesat sebagai

A Ppada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pekanbaru mulai difungsikan

Q

se%agai pusat administrasi dan perdagangan karena letaknya yang strategis di jalur
sungai. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas seperti pelabuhan,
gudang penyimpanan, dan perkantoran untuk mendukung kegiatan ekonomi
mereka. Meskipun berada di bawah kekuasaan Belanda, masyarakat Pekanbaru
tetap mempertahankan identitas dan kegiatan ekonominya sebagai kota dagang
yang penting di wilayah Riau. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun
1%;5, Pekanbaru terus berkembang dan pada tahun 1956 ditetapkan sebagai ibu
kga Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Etf] ST

s 52/1/44-25 tanggal 20 Juni 1959, Pekanbaru secara resmi ditetapkan sebagai

I1819A

kota Provinsi Riau. Adapun tanggal 23 Juni 1784, yaitu saat dibukanya pekan

o
& A

h Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, kemudian ditetapkan

S}’

&

agai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak saat itu, Pekanbaru terus berkembang

jadi pusat pemerintahan, ekonomi, industri, serta pendidikan di Provinsi Riau.

&sgwu

Saat ini, Pekanbaru dikenal sebagai salah satu kota metropolitan di Pulau Sumatra
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©

déﬁgan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peranan strategis dalam
T
mendukung pembangunan nasional.

©

o Perkembangan pemerintahan di Kota Pekanbaru mengalami berbagai
=

perubahan dari masa ke masa. Berdasarkan SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche

=

ZEK Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru ditetapkan sebagai
=z
bagian dari Kerajaan Siak dengan status sebagai District. Selanjutnya, pada tahun

c
1?:81, Pekanbaru berada dalam wilayah Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang
Cg?\troleur yang berkedudukan di Pekanbaru. Memasuki masa pendudukan Jepang,
te%atnya pada 8 Maret 1942, Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer
yang disebut Gokung, dan wilayah District berubah menjadi Gun yang dipimpin
oleh Gunco.

Perubahan berikutnya terjadi melalui Ketetapan Gubernur Sumatera di
Medan No.103 tanggal 17 Mei 1946, yang menetapkan Pekanbaru sebagai daerah
otonom dengan sebutan Haminte atau Kota B. Melalui Undang-Undang No.22
T%un 1948, Kabupaten Pekanbaru kemudian diganti menjadi Kabupaten Kampar,
ségnentara Pekanbaru memperoleh status sebagai Kota Kecil. Status tersebut
dq%ertegas kembali melalui Undang-Undang No0.8 Tahun 1956. Selanjutnya,

=
melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1957, Pekanbaru ditetapkan sebagai Kota
«

(g°]

Pija.

g

o Perkembangan penting terjadi pada 20 Juni 1959, ketika melalui Keputusan
19p}

Menteri Dalam Negeri No0.52/1/44-25, Pekanbaru resmi ditetapkan sebagai Ibu

ta Provinsi Riau. Kemudian, melalui Undang-Undang No.18 Tahun 1965,

AsBreyy

o
kB

unakan secara resmi sebutan Kotamadya Pekanbaru. Perubahan terakhir yang
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©
siéﬁifikan terjadi melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang

=

Pemerintahan Daerah, yang mengganti istilah Kotamadya menjadi Kota Pekanbaru
©

séﬁagai penyebutan yang digunakan hingga saat ini.

| W

4% Kondisi Geografis Kota Pekanbaru
Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak di antara 101°14' hingga 101°34'

ur Timur dan 0°25' hingga 0°45' Lintang Utara. Wilayah kota ini memiliki

sES NIN

k;\_tinggian antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut, dengan karakteristik

d

tcr;p'ografi yang cenderung datar hingga bergelombang ringan, khususnya di bagian
utara dengan ketinggian berkisar 5 sampai 11 meter. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, luas administratif
Kota Pekanbaru mengalami perluasan dari sekitar 62,96 km2 menjadi 446,50 km2,
yang pada saat itu terdiri atas 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Selanjutnya, hasil
pengukuran lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat | Riau
mgnetapkan bahwa luas wilayah Kota Pekanbaru mencapai 632,26 km?.

Peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai sektor telah mendorong

SI @1¢}

ningkatnya aktivitas penduduk dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini

u@

bétimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas, utilitas

u

pg’:gkotaan, serta sarana penunjang lainnya. Untuk mewujudkan efektivitas
p%yelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pembinaan wilayah yang
se?un}qakin luas, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4
T%\un 2003 tentang pembentukan kecamatan baru. Berdasarkan peraturan tersebut,
jgzmlah kecamatan di Kota Pekanbaru bertambah menjadi 12 kecamatan, sedangkan

+¥]
lenIah kelurahan/desa meningkat menjadi 58 kelurahan/desa pada tahun yang sama.
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©

i Secara administratif, wilayah Kota Pekanbaru memiliki batas-batas sebagai
=

berikut:

©

w a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
=

—b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten
=

< Pelalawan;

=z

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
=

= Pelalawan; serta

2]

Ad. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Q

c

Kota Pekanbaru dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari arah barat ke
timur dan membelah wilayah kota. Sungai ini memiliki sejumlah anak sungai,
antara lain Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul,
Sungai Pengambang, Sungai Ukui, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau,
Sungai Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak memiliki fungsi vital sebagai jalur
transportasi dan perekonomian masyarakat karena menghubungkan wilayah

7]
pétlalaman dengan pusat kota serta daerah-daerah lain di sekitarnya.
(1]

ST

. Dari segi klimatologis, Kota Pekanbaru beriklim tropis basah dengan suhu

e

u%ra maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara

n

2@2°C hingga 23,0°C. Rata-rata curah hujan tahunan berada pada kisaran 38,6 mm

«
h%_gga 435,0 mm, dengan pola musim hujan yang terjadi pada bulan Januari hingga
AEril dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau berlangsung
argara Mei hingga Agustus. Tingkat kelembapan udara maksimum berkisar antara
9%% hingga 100%, sedangkan kelembapan minimum berada pada kisaran 46%
hggga 62%. Kondisi iklim ini mencerminkan karakteristik umum wilayah tropis
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©
y@:\g memiliki suhu udara relatif tinggi dan kelembapan yang cukup tinggi

=

sepanjang tahun.
©

—

Q
43 Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru

> Jumlah penduduk Kota Pekanbaru hingga pertengahan tahun 2025
b%sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru,
rr%)ncapai sekitar 1.177.751 jiwa. Persentase penduduk jika dirinci menurut
ka;amatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tuahmadani, Marpoyan Damai,
da;;g Tenayan Raya adalah wilayah dengann penduduk paling banyak. Kota
Pekanbaru memiliki masyarakat yang heterogen dengan suku Melayu sebagai etnis
mayoritas, disertai keberadaan suku Minangkabau, Jawa, Batak, Bugis, Banjar, dan
Tionghoa. Keberagaman ini menciptakan kehidupan sosial yang dinamis dan
terbuka terhadap perkembangan ekonomi.

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, jasa, pertanian,
d‘?_@ perikanan, sementara sektor industri dan investasi juga berkembang pesat

setring dengan kemajuan kota. Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru menunjukkan tren

IS Sie

p%snif dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, meskipun masih terdapat

I

ta'@’&tangan dalam hal pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan

-]
mgéyarakat. Secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi Kota Pekanbaru

-

nénggambarkan kemajuan yang sejalan dengan karakter kota modern dan madani.

=}
4,;_1"h Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

g Pekanbaru

%} Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, penyelenggaraan
u:. an Catatan Sipil yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab
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©

Dgpartemen Kehakiman dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab
=

Departemen Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, petugas yang melaksanakan
©

tﬁas pencatatan tersebut disebut sebagai Pegawai Catatan Sipil. Ketentuan lebih
=

larjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah diatur
-~

d&fam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
=z
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

c

:7;— Pegawai Catatan Sipil ditunjuk dan diberikan wewenang untuk
rr@aksanakan pencatatan terhadap berbagai peristiwa penting yang dilakukan
décngan cara membuat akta dalam daftar yang telah ditentukan, sesuai dengan
masing-masing jenis peristiwa dan persyaratan yang telah ditetapkan. Akta Catatan
Sipil merupakan akta otentik yang dalam hukum pembuktian memiliki kekuatan

yuridis sebagai alat bukti identitas seseorang. Dengan demikian, akta tersebut

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan administrasi

kependudukan.

4l

2  Sejalan dengan perkembangan administrasi Catatan Sipil, dilakukan
(1]

pehyesuaian terhadap kelembagaan Catatan Sipil di daerah. Berdasarkan Surat

e

Iéputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993, Kantor Catatan Sipil

=
K@tamadya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B. Perubahan
«

(g°]
irua:_dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat

-

<
p;e_ﬂyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

95}
=  Selanjutnya, pelaksanaan operasional dari perubahan tersebut
&
d@}ndaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
S
T?_h_gkat I Riau Nomor 698/1X/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan
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©
S@il Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru. Keputusan ini menjadi dasar

=

pelaksanaan kegiatan operasional dan penataan struktur organisasi Kantor Catatan
©

Sail di wilayah Kota Pekanbaru. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan
=

penyelenggaraan pencatatan sipil dapat berjalan secara optimal, tertib, serta sesuai
=

déngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SN

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
=

O?ganisasi dan Tata Kerja Dinas, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan
2]

D&trah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur

e

O?ganisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil yang
dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas
Pendaftaran Penduduk, yang tugas operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Kpts. Walikota
Pekanbaru No. 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Penatausahaan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu

n%fliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Akta
C%atan Sipil. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 24
Tghun 2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Agministrasi Kependudukan, maka masa berlaku KTP-el ditetapkan berlaku
se%_mur hidup dan pencetakan KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di

é?—&;

arta diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

e

nery wisey jrreAg uejRg J

anbaru.
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©
4§Visi Dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

=
o Berdasarkan Visi Wali Kota Pekanbaru yaitu : “Terwujudnya Pekanbaru

©
Sebagai Smart City Yang Madani”. Penjelasan dari terminologi Visi tersebut diatas

=
dapat dijelaskan sebagai berikut :

=
c  Smart City atau Kota Cerdas merupakan suatu konsep tata kelola perkotaan

y@zﬁg memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu
uauk mendukung efisiensi pengelolaan kota serta meningkatkan kualitas
p;_JD_ayanan kepada masyarakat. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart
G%Jverment (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart
Mobility (mobilitas  pintar), Smart People (masyarakat pintar), Smart
Living (lingkungan pintar) dan Smart Live (hidup pintar).

Madani, merupakan suatu konsep kota yang mencerminkan masyarakat
berakhlak mulia, berperadaban maju, serta memiliki tingkat modernitas yang tinggi.
Kota Madani ditandai oleh kuatnya kesadaran sosial, sesmangat kebersamaan dan
g%ong royong, serta sikap toleransi antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat.
D;'jam sistem politik, kota ini diselenggarakan secara demokratis dan berlandaskan

&
p%a supremasi hukum yang berkeadilan. Selain itu, masyarakatnya memiliki
tig_;kat pendidikan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu, serta
héup dalam kondisi yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Seluruh aspek
k%idupan tersebut dilandasi oleh nilai iman dan takwa, sehingga membentuk
"

taﬁnan masyarakat yang seimbang antara kemajuan lahiriah dan spiritual.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

x&s uej
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disi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
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pﬁuang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka

=

Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

nery eysns Nin y!jw eyd

4®

I °21e}

on

a.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertagwa,
Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi.

Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup
Masyaarakat Berbudaya Melayu.

Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur
yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3).

Mewujudkan Pembangunan Ekonomi berbasiskan Ekonomi Kerakyatan
dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor unggulannnya yaitu Jasa,
Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).

Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (liveable city)

dan Ramah Lingkungan (green city)

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru

Struktur Organisasi merupakan sitem yang digunakan untuk mendefinisikan

suatu hirarki dalam suatu organisasi, mengidentifikasi setiap pekerjaan, tugas serta

fungsi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir dalam

suatu organisasi. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 36 Tahun 2024

pasal 49:

nery wisey JrreAg 1

1.Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :
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a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan.

w

. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

(6]

(o2}

\‘

. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Pekanbaru

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN
KEUANGAN
| | |
BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDDﬁlii Eimwgogw
PENDAFTARAN PENDUDUK PENGELOLAAN INFORMASI
PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PELAYANAN

—acuuns yeyingaAusw uep ueywnueousw edue) 1w siny eAley yninjgs neje ueibegas diynbusw Buese|q ‘|

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

UPTD

Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru

=~

(=]
4.2 Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Dinas Kependudukan Dan

n

—
—_
=¥}
i

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang

nery wisey

63




‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

NV VISNS NIN
o0

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

b )

3,

>

h

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnueousw eduey 1w SNy AIEY yninjgs neje ueibegas diynbusw Buese|q ‘|

0/

Buepun-Buepun 1Bunpuipg e3did yeH

©
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Pasal 2 ayat 13

huruf d " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertpe A menyelenggarakan

urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil” Juncto Lampiran XVI Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tanggal 30

Desember Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok membantu Walikota

melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2) Perumusan dan penetapan kebijakan mengenai program dan kegiatan,
serta pelaksanaan pengoordinasian dan pengendalian seluruh aktivitas
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

3) Perumusan dan penetapan kebijakan dalam penyusunan perencanaan
teknis, serta pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Perumusan dan penetapan kebijakan dalam penyusunan, penetapan,
perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan dan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang
pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pengelolaan
administrasi kependudukan;

Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan;

10) Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan kerjasama

administrasi kependudukan;

11) Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

12) Perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan, koordinasi,

pengendalian bidang administrasi kependudukan;
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13)Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan  kegiatan
penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14) Perumusan dan penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;

15) Perumusan dan penetapan kebijakan terkait pengesahan serta
penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki;

16) Perumusan dan penetapan kebijakan dalam pembinaan pegawai di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

17) Pendistribusian tugas kepada pegawai di lingkungan Dinas sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan guna menjamin
pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien;

18) Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pegawai di
lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

19) Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas
melalui perbandingan antara rencana operasional dan pelaksanaan tugas
sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan serta upaya perbaikan
kinerja di masa mendatang.

20) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugasnya.

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

sebagai berikut:

Jl

nery wisey jrres

a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur organisasi di

lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
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§ sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan internal

; maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai dengan

E’" tugas dan kewenangan masing-masing;

i b) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan terhadap

g bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila

; terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

= undangan

2]

g c) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan,

= serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan;

d) Setiap arahan dan petunjuk pimpinan wajib dilaksanakan dan dipatuhi
oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

%? e) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada pimpinan wajib
g diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
E- serta sebagai dasar pemberian arahan dan petunjuk kepada bawahan.

&

a. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

E_Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bertugas

[

‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

<
mghmbantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
wn

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rangka melaksanakan
&

tuaas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

~
ménjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

I

67

nery wisey J



‘nery e)sng NiN wizi edue) undede ymuag wejep (ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnBusw Buelse|q 'z

NV VISNS NIN
o0

‘nery eysng NN Jelem BueA uebuijuaday ueyibniaw sepn uedinbuad *q

‘yejesew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAley uesiinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uedjnbusd e

JJaquins ueyingaAusw uep ueywnueousw eduey 1w SNy AIEY yninjgs neje ueibegas diynbusw Buese|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuipg e3did yeH

w N I
~ ~ ~

nelry exsns Nin !jlw ei1dio yeHq @

~
N

5)

nery wisey JireAg ueing jo AJISIdAIU) dTWE[S] 3}elS

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait program dan kegiatan serta
memimpin seluruh upaya pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyusunan serta
perencanaan teknis, termasuk pemberian bimbingan dan penyuluhan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyusunan, penetapan,
perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD);

Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama,
serta pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Merumuskan dan menetapkan Kkebijakan pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

Merumuskan dan menetapkan Kkebijakan pelaksanaan pengelolaan

administrasi kependudukan;
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§9) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan
; dokumen kependudukan;

510) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan kerja sama di bidang
i administrasi kependudukan;

gll) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan inovasi pelayanan
; administrasi kependudukan;

212) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan, koordinasi, serta

pengendalian di bidang administrasi kependudukan.

neiy e

13) Perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan
penatausahaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14) Perumusan dan penetapan kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan
pencatatan sipil;

15) Perumusan dan penetapan kebijakan mengenai pengesahan serta
penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

16) Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka pembinaan pegawai di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

-17) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

18) Pemberian petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prosedur yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;
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19) Pelaksanaan evaluasi terhadap tugas dan kinerja bawahan di lingkungan
Dinas dengan membandingkan rencana operasional dan pelaksanaan tugas
yang telah dilakukan sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan serta
perbaikan kinerja pada masa mendatang; dan

20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan kewenangannya.

NSNS NINYIIw e}dio yeH @

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris bertugas untuk
merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Kerja
kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan program  kerja
kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) Penyusunan dan pengoordinasian rencana kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

3) Penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi
kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penatausahaan aset serta
penyusunan program;

4) Pengoordinasian dan pembinaan perumusan program Kkerja tahunan di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas mewakili Kepala Dinas apabila
yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
Pengoordinasian dan pengaturan rapat Dinas, upacara serta keprotokolan;
Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan
keamanan kantor beserta lingkungan sekitarnya, termasuk kendaraan dinas
serta sarana dan prasarana gedung kantor;

Pendistribusian tugas kepada pegawai di lingkungan Sekretariat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan guna menjamin
pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien;

Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pegawai di
lingkungan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

10) Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat

JAIU[) DIWE]S] 9}el§

melalui perbandingan antara rencana operasional dan pelaksanaan tugas
sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan serta perbaikan Kinerja di masa

mendatang.

*11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan

tugasnya.

Sekretariat membawahi dua subbagian yaitu Subbagian Umum dan Subbagian

nery wisey

Keuangan.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
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ini_ mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian

kewenangannya, khususnya dalam penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang

pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

nelry eysng

ISI @21e31S

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Penyusunan kebijakan teknos pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Penyusunan  pelaksanaan  pendokumentasian  hasil  pelayanan
pendaftaran penduduk;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam

melaksanakan urusan pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugasnya,

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

nery wisey JjrreAc

1)

2)

Penyusunan perencana pelayanan pencatatan sipil;

Penyusunan kebijakan teknis pencatatan sipil;
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3) Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;

4) Penyusunan pelaksanaan pelayananan pencatatan sipil;

5) Penyusunan pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

6) Penyusunan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil,

7) Penyusunan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pencatatan
sipil;

8) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

nery eysns Nin Y!iw eijdio yeHy @

tugasnya.

e. Tugasdan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Bidang ini memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi system informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata Kelola dan

sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi kerja;
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Penyusunan rencana kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi  kependudukan yang meliputi system informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi  kependudukan yang meliputi system informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrai kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
Penyusunan bahan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang ini memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan
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dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, serta

pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

C1) Penyusunan rencana kerja sama di bidang administrasi kependudukan,

nery eysng N
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pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kerja sama
administrasi  kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan serta koordinasi dalam
pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen  kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang
administrasi kependudukan;

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

Penyusunan bahan koordinasi dalam pelaksanaan fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Penyusunan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
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dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

N Aiw eydio yeq @

g. Unit Pelaksanaan Teiknis Dinas (UPTD)

o, UPTD merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas
o%rasional dan pelayanan publik yang didelegasikan oleh Dinas Kependudukan
d@ Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaannya, UPTD berfungsi
memberikan pelayanan teknis sesuai bidangnya, mengelola administrasi dan
operasional layanan, melakukan pembinaan serta pengawasan teknis, menjalin
koordinasi dengan dinas terkait, serta menyusun laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban. Selain itu, UPTD juga melaksanakan tugas tambahan yang
diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
U‘BP;_JTD yang terdapat di Pekanbaru adalah sebanyak 12 yang terdiri dari UPT
B;ﬁ'.]awidya, UPT Bukit Raya, UPT Limapuluh, UPT Marpoyan Dapat, UPT Payung
S§<aki, UPT Pekanbaru Kota, UPT Rumbai, UPT Rumbai Barat, UPT Sail, UPT

~
Senapelan, UPT Sukajadi, dan UPT Tenayan Raya.
-]
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

dioyeH o

62 Kesimpulan

1w )

- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis novasi pelayanan publik melalui

aphkasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan

N3

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat

n

inevasi IKD. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa

e

p?.\ksanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi IKD telah dilaksanakan
se%agai bagian dari upaya digitalisasi dalam pelayanan kependudukan, namun
penerapannya masih belum berjalan secara optimal. Aplikasi ini belum sepenuhnya
memenuhi lima karakteristik inovasi pelayanan publik. Aplikasi IKD hanya mampu
memenuhi tiga dari lima karakteristik, yaitu relative advantage, compatibility, dan
triability. IKD memberikan keuntungan relatif melalui penghematan waktu dan
biaya serta peningkatan kemudahan akses layanan. Dari aspek kesesuaian, IKD
s%jaras dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan
bgbasis digital, sekaligus sesuai dengan kebijakan nasional. Pada aspek
keamungkinan dicoba, masyarakat dapat melakukan uji coba awal saat proses
al's'jtivasi sehingga membantu memahami penggunaan aplikasi. Sementara itu,
kéi:rgkteristik complexity dan observability belum dapat dipenuhi secara optimal.
thndisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain

95}
reRdahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet dan server

=¥}
seﬁn‘ta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Dengan demikian,

129
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i@vasi melalui aplikasi IKD masih memerlukan peningkatan pada aspek
T

kemudahan penggunaan dan aspek observability agar dapat berjalan lebih efektif.
©

65 Saran

=

— Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inovasi Pelayanan Publik melalui
=

afhkasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan

szncatatan Sipil Kota Pekanbaru, penulis memberikan beberapa saran yang

d%arapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan
ngaksanaan Identitas Kependudukan Digital agar dapat berjalan secara optimal
kécdepannya, diantaranya:

1. Diharapkan Disdukcapil Kota Pekanbaru mampu memperkuat dan
meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi IKD melalui berbagai
media dan kegiatan langsung di lapangan agar masyarakat lebih
memahami manfaat serta cara penggunaannya. Sosialisasi yang dilakukan
secara berkelanjutan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, akan
membantu menjangkau masyarakat yang masih memiliki keterbatasan
literasi digital sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi
dalam menggunakan layanan IKD.

2. Diharapkan pemerintah daerah bersama Disdukcapil dapat memastikan
kelancaran operasional aplikasi IKD dengan menyediakan jaringan
internet dan server yang stabil. Perbaikan infrastruktur ini penting agar

masyarakat tidak mengalami kendala saat mengakses atau mengaktifkan

aplikasi, sehingga pelayanan digital dapat berjalan lebih efektif dan dapat
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Praft pertanyaan wawancara dengan Petugas Disdukcapil Kota Pekanbaru

Pnery esng NIM 31w B1d
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Apa keuntungan yang dapat dirasakan dalam penerapan IKD ini dari segi
waktu dan juga biaya jika dibandingkan dengan sebelum adanya IKD?
Bagaimana cara Disdukcapil kota pekanbaru dalam mengukur tingkat
kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi IKD?

Apakah aplikasi IKD ini lahir karna kebutuhan mendesak dari masyarakat itu
sendiri yang mengharuskan pemerintah untuk menciptakan aplikasi ini bu?
Apakah aplikasi ini hadir sebagai salah satu solusi terkait tantangan dan
masalah yang terjadi pada proses layanan yang ada?

Apakah ada sosialisasi dan panduan penggunaan yang dapat dipahami oleh
masyarakat terkhususnya bagi masyarakat yang kurang mengerti penggunaan
teknologi?

Jika ada, seberapa sering sosialisai dilakukan sampai saat ini? Dan panduan
penggunaan seperti apa yang digunakan tersebut

Apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi oleh petugas Disdukcapil
Kota Pekanbaru khususnya petugas yang menangani IKD dalam memberikan
pelayanan mengenai aplikasi IKD? dan bagaimana upaya yang dilakukan
petugas dalam menghadapi tantangan tersebut?

Dalam penerapan IKD ini, apakah sarana dan prasarana seperti komputer,
jaringan maupun teknologi lainnya di Disdukcapil Kota Pekanbaru sudah
memadai untuk keberlangsungan penerapan aplikasi tersebut?

Sebelum masyarakat menggunakan aplikasi ini apakah ada simulasi atau uji
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coba agar masyarakat dapat mencoba fitur-fitur IKD yang membantu
masyarakat untuk lebih memahami penggunaannya secara menyeluruh?
. Apakah penerapan aplikasi IKD sebelumnya ada proses uji coba terlebih
dahulu kepada seluruh petugas di Disdukcapil Kota Pekanbaru?
. Lalu bagaimana respon dari masyarakat pekanbaru pada awal penerapan
aplikasi IKD? Apakah masyarakat mampu beradaptasi lebih cepat terhadap
perubahan yang semula konvensional menjadi digital?

. Apa hasil nyata dari penggunaan aplikasi IKD yang dapat dirasakan langsung

Nefd eXsns NIR Y!Tw g1dIo YeH @

oleh masyarakat?

[EEN
w

. Apakah ada media atau sarana yang digunakan oleh disdukcapil dalam
menunjukan tingkat keberhasilan penerapan aplikasi ikd ini? Jika ada, apakah
ada bukti lampiran, dokumen, atau hal lainnya yang dapat dilihat? baik

perkembangannya ataupun keberhasilan IKD sampai saat ini?

[EEN
IS

. Apakah fitur yang tersedia pada aplikasi sudah lengkap atau perlu adanya
penambahan fitur-fitur layanan dalam aplikasi ini yang sekiranya akan lebih

dibutuhkan oleh masyarakat?

dTUIR]S] 3}€}§

Dgaft pertanyaan wawancara dengan masyarakat

H
ATU R

d

Apa saja manfaat serta keuntungan yang dapat dirasakan ketika menggunakan

-aplikasi IKD dibandingkan dengan KTP fisik?

0 AJ1SI

2.;Apakah ada kesulitan yang rasakan saat proses pengaktivasian hingga saat
o
g?menggunakan aplikasi ini?
=1

3$Apakah sejauh ini masih terdapat kebingungan dalam penggunaan aplikasi ini?

Ie

4= Sebelum menggunakan aplikasi ini, apakah ada petunjuk yang dilihat terlebih
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Jika ada keluarga, kerabat, atau teman yang ingin mengetahui tentang aplikasi
|ni, apakah Ibu merasa mampu menjelaskan kepada mereka mengenai langkah-
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